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KATA PENGANTAR
(Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si. — Guru Besar Sosiologi dan

CSR FISIP UNAIR)

Sejak satu dasa warsa terakhir, isu tanggung jawab sosial
perusahaan atau lazim disebut Corporate Social Responsibility
(CSR) telah menjadi perhatian berbagai pihak, baik korporasi,
pemerintah maupun masyarakat. Perhatian para pihak tentang CSR
itu terekspresi dapat dilihat dari berbagai polemik soal terkait status
hukumnya hingga problematik pengimpelementasinya. Hampir tiga
tahun terjadi polemik, tarik menarik kepentingan itu berlangsung
hingga akhirnya terjadi kompromi politik dengan diakomodasinya
kewajiban CSR melalui (revisi) Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20
Juli 2007, khususnya dalam pasal 74.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007
(Pasal 74) menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia.
Dalam 4 ayat Pasal 74 disebutkan bahwa semua perusahaan yang
melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam diwajibkan
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan
serupa yang diberlakukan ke semua BUMN (yang disebut PKBL)
juga sudah dikeluarkan pemerintah?. Substansi ketentuan pasal 74
tersebut mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial

1 pendirian BUMN ini mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana ditegaskan
pada pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN diantaranya adalah "turut aktif memberikan
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi,
dan masyarakat”. Namun sebelumnya dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero)
menegaskan bahwa Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan
penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Azheri
(2012:134) menjelaskan bahwa pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai
upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, melalui
peraturan menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
(PKBL).



dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan
terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan ling-
kungan, dan kewajiban melaporkannya.

Setelah 5 tahun tak ada kejelasan bagaimana ketentuan
undang-undang tersebut dilaksanakan, maka pada tanggal 4 April
2012, akhirnya Presiden SBY menetapkan Peraturan Pemerintah
No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas. Dikeluarnya Peraturan Pemerintah ini ber-
dasarkan mandatory Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007 (UUPT) yang
mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan usahanya dibidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (wajib melaksanakan
TJSL atau biasa yang lebih dikenal dengan Corporate Social
Responsibility.

Salah satu pertimbangan munculnya kewajiban hukum untuk
melaksanakan CSR dalam UUPT a.l akibat cepatnya arus dinamika
sosial, kian menurunnya peran pemerintah, dalam saat bersamaan
juga semakin tingginya peran sektor swasta dalam pembangunan
ekonomi dan meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat
tentang keadilan sosial, lingkungan hidup, dan Hak-Hak Asasi
Manusia (HAM). Pada saat bersamaan, juga banyaknya sikap dan
perilaku perusahaan yang kurang memperhatikan kepentingan
masyarakat dan lingkungan. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap

etika moral, mendorong masyarakat menuntut’ pemerintah menun-
tut program CSR sebagai kewajiban perusahaan®. Perilaku abai
korporasi demikian itu antara lain didorong oleh kepentingan
ekonomi (kapitalisasi) yang terlalu mengedepan sehingga kurang
memperhatikan dampak ekonomi sosial masyarakat dan lingkung-
an. Dinamisasi kehidupan perusahaan mendorong perkembangan
tanggungjawab perusahaan baik kepada shareholder maupun
kepada stakeholders, karena kedua-duanya memiliki interaksi baik

2 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective,
Russell Sage Foundation, New York, 1975, him. 12 : tututan dapat disebut sebagai
input, mustahil lahir produk hukum (out put) tanpa ada in put
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langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan serta dapat
pula mempengaruhi perkembangan perusahaan?.

Jika ditelusuri ke belakang, sebetulnya telah ada sejumlah
pengaturan atas corporate social responsibility (CSR) di Indonesia,
misalnya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU
No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU NO. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Meski demikian,
dalam realitasnya berbagai peraturan tentang CSR tersebut masih
kurang dilakukan secara optimal.

Legalisasi CSR dalam Pasal 74 UUPT menimbulkan pergulatan
antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak pelaku
usaha, dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Para
pengusaha? ini mengajukan uji materiil terhadap Pasal 74 ayat (1),
(2) dan (3) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2009.
Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan
para Pemohon. Dengan demikian, CSR tetap menjadi kewajiban
bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Meski sudah ada

3 Cynthia A. Williams, Symposium: Corporations Theory and Corporate
Governance Law, Corporate Social Responsibilty In An Era of Economic
Globalization, 35 U.C. Davis L. Rev. 705 Tahun 2002, him. 707: bahwa tanggung
jawab perusahaan adalah kedua-duanya: suatu ekonomi dan suatu kesatuan
sosial; seorang aktor pribadi dan seorang aktor publik; suatu kesatuan yang
tergantung pada pertimbangan hukum tertentu ke pemegang saham; dan suatu
kesatuan yang tergantung atas hubungan dan masukan yang spesifik dengan
berbagai stakeholders dan memberi pertimbangan pragmatis konsisten kepada
stakeholders.

4 enam pihak a.l. Kadin Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi), Ikatan Wanita Pengusaha Muda Indonesia (Iwapi), PT Lili Panma, PT Apac
Centra Centertex Tbk, serta PT Kreasi Tiga Pilar mengajukan permohonan uji
materi Pasal 74 UU No.40/2007. Para pemohon berpendapat Pasal 74 UU
Perseroan Terbatas tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1, 28 I Ayat 2,
dan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945, pada frasa ‘efisiensi berkeadilan’. Pasalnya,
menurut pemohon, hal ini dinilai mengakibatkan ketidakpastian hukum dan
membuat dunia usaha atau perseroan Indonesia menjadi tidak efisien,
menurunkan daya saing, serta perlakuan diskriminatif, yang pada akhirnya
dianggap mengancam hak konstitusi para pemohon seperti yang tercantum pada
Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 I Ayat 2, dan pasal 33 Ayat 4 UUD 1945.



keputusan MK, bukan berarti konsep mandatory CSR Indonesia
sudah benar-benar beres; sebab. dalam perspektif perusahaan, CSR
merupakan kesukarelaan (voluntary) perusahaan; bukan bukan
suatu kewajiban. Tidak perlu ada intervensi peraturan, sejak lahir
pasar itu sendiri yang bertanggung jawab mengarahkan perilaku
terhadap perusahaan. Wujud nyata penolakan kalangan perusaha-
an dengan mengajukan pengujian norma atas pasal 74 UUPT ke
Mahkamah Konstitusi RI (MK)>

Dinamika sosial baik dalam tataran masyarakat maupun
korporasi telah mengiringi lahirnya program CSR di Indonesia. Kini,
CSR sudah secara jelas merupakan kewajiban bagi semua korporasi
yang kegitannya berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam.
Dengan kejelasan status hukum CSR, apalagi juga sudah ada PP
yang mendasari pelaksanaannya di lapangan, maka mestinya sudah
tak ada persoalan lagi pengimplementasiannya. Kalau pun masih
ada persoalan, boleh jadi tinggal pada tataran metodologis dan
teknisnya saja. Secara metodologis, pelaksanaannya program CSR
tidak hanya pada tataran bagaimana korporasi memberikan
perhatian dalam bentuk bantuan-bantuan (charity) semata, namun
(dan ini yang utama dan bernilai strategis) juga harus memberikan
bantuan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat ( sustaina-
bility development) yang secara konseptual menjadi acuan dan
parameter standart program CSR. Dalam tataran ini pulalah peran
Public Relations korporasi menjadi penting dalam keberhasilan
program CSR.

Untuk lebih mengerti dan memahami bagaimana signifikansi
peran PR dalam pelaksanaan program CSR boleh jadi perlu
membaca buku yang diberi judul "CSR dan PR: Sinergitas, Kritik,
dan Diskursus Budaya Komunikasi Tanggungjawab Sosial
Perusahaan’. Buku-buku yang ditulis banyak pihak tentang CSR
masih belum banyak (mungkin malah belum ada) yang secara

5 Lihat permohonan yang diajukan Pengurus Kamar Dagang dan Industri
(KADIN), Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Wanita
Pengusaha Indonesia (IWAPI), PT. Lili Panma, PT. Apac Centra Centertex, Tbk, PT.
Kreasi Tiga Pilar dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.
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khusus menulis keterkaitan antara CSR dan PR dalam satu bahasan.
Selain itu, bagi praktisi PR di hampir semua institusi dan korporasi
(khususnya di perusahaan-perusahaan) yang menjadi garda
terdepan dalam kesuksesan program CSR. Sebab, dalam program
CSR seorang PR tidak hanya dituntut kemampuan dan kompetensi
mengkomunikasikan citra perusahaan dengan baik kepada masya-
rakat, tetapi juga harus mengerti hal ihwal CSR dan strategi
implementasinya.

Secara umum buku ini cukup kreatif dan banyak gagasan yang
hendak ditawarkan penulis kepada para pembaca. Kedua penulis
kelihatannya menyadari salah satu persoalan kurang berhasil dan
optimalnya program-program CSR di banyak perusahaan salah
satunya bermula dari PR. Kurang nya informasi dan pemahaman
para PR tentang CSR mungkin dapat dipahami karena mereka
umumnya kurang memperoleh pengetahuan yang cukup terhadap
konten CSR dari kampusnya; kecuali PR lulusan Magister Media dan
Komunikasi Universitas Airlangga yang memang ada mata kuliah
Corporate Communication dan CSR.

Meski disana-sini masih dijumpai kelemahan dan kekurangan,
namun buku ini dapat menambah perbendaharan buku-buku
tentang CSR di Indonesia. Sebagai penulis buku pemula, kita patut
memberikan apresiasi kepada kedua penulis atas semangat,
kepekaan, kreatifitas dan sikap kritisnya terhadap fenomena
pembangunan terutama yang terkait dengan CSR yang kritis. Sudah
barang tentu, dengan harapan kedua penulis buku ini untuk terus
menuliskan ide dan gagasan-gagasannya yang kritis ke dalam buku-
buku baru ke depan.

Surabaya, Februari 2020

Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si.

Universitas Airlangga

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Departemen Sosiologi
Gedung A. FISIP, Lt. 2. Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya
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Pemantik Wacana
(Prof. Louie A. Divinagracia, M.Sc., D.BA. —
Guru Besar University of The Philippines
Los Banos, Filipina, Dekan Business Administration School,
University of East, Filipina)

Reflections on the Science and Practice of Conservation
Management
Conservation Management is Beyond CSR®

Introduction

In 1993, Vogler and Desalle of the American Museum of Natural
History published an essay in a scientific research journal, which
many of us could be familiar with, called Conservation Biology. They
argued the use of “cladistics and population aggregation analysis”
in relation to the “biological species” concept of conservation
management. Conservation management, as these scientists
reasoned, requires accuracy and precision in its task of conservation
decision-making especially in areas where endangered species
exist. Is conservation management the responsibility only of
conservation biologists?

In my high school biology class more than 35 years ago, I
remembered that habitat destruction was the most often cited
cause of endangerment. The destruction of the “native homes” of
plant and animal species could have been the result of natural
catastrophes or man-made. The latter can be deliberate, subtle,
covertly pursued or stealth-like. Similarly, various supply-chain
technologies are bringing about rapid ecological imbalances as
these could be intentionally facilitating (a) the intrusion of non-
native species into the dwindling and cramped habitats of native
ones; and (b) fueling the business of endangered species

6 Opening Message delivered at the ASEAN Meeting Workshop on “Communication,
Education and Public Awareness for Taxonomy and Biodiversity” held at Sheraton Hotel,
Surabaya, Indonesia on 19-21 November 2012. Organized by the ASEAN Centre for
Biodiversity in cooperation with the Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE)
of the Republic of Indonesia, and the Universitas Pelita Harapan-Surabaya.
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smuggling. Information provided in the online Gale Cengage
Learning portal revealed that “scientists believe there have been
five great natural extinction episodes in Earth's history... (and)
extinctions caused by humans are taking place at 100 to 1,000 times
nature's normal rate between great extinction episodes ..."”. This is
incredible!

Practitioners have used the ecosystem approach in conservation
management strategy as it deals with both the conservation and
sustainable use of resources. Land, water and living resources are
viewed in an integrated manner. This approach would enable us to
pursue the conservation of biological diversity, Implement the
sustainable use of its components, and realize a more equitable
sharing of the benefits from the utilization of genetic resources.

CSR Initiatives from Businesses Worldwide

Businesses are increasingly becoming aware of the unintended
and intended effects and impact of gainful economic pursuits on
natural habitats. Several have embarked and invested on CSR
initiatives that were designed to support global and local
conservation management efforts while others have adopted
cleaner technologies and sustainable business practices (e.g.
greening the value chain, industrial ecology, and sustainable
consumption). Let me state that my definition of CSR is not limited
to benevolent corporate philanthropy. CSR, for me, must be
embedded in a corporate’s DNA (or genetic character) where
entrepreneurs and managers are accountable for achieving both
shareholders’ wealth targets and stakeholders’ expectations as well.

In a 2010 survey® conducted by PR and Communications
giant, Weber Shandwick, about 30% of the more than 200
Fortune 2000 executives reported that CSR investments were
made to address environmental, social, and philanthropic issues

7 Details can be accessed in the Gale Cengage Learning website at

http://www.galeschools.com/environment/endangered/endangerment_causes.htm

8  Further information on the survey’s results can be found at
http://impact.webershandwick.com/?q=why-corporations-investcorporate-social-
responsibility



whereas only 15% mentioned that they were driven by growing
their customer loyalty base. Strong support from top mana-
gement was a necessity and a determining success driver.
Approximately 80% of the respondents said that partnerships with
nonprofits enabled corporates to successfully pursue CSR. During
the same period, a survey conducted by the Conference Board
showed that more than a fifth of the respondents interviewed said
that their companies has formally endorsed or has been a signatory
to the Global Reporting Initiative (GRI), and close to a fourth (or
about 24.1%) supported the Carbon Disclosure Project (CDP).

Other studies® have also reported that CSR created a unique
value for the business that enabled it to realize financial returns
while in the pursuit of societal interests. Regardless of CSR’s
beneficial effects to the community in particular and to society in
general, the Conference Board cited the importance for companies
to communicate clearly!? the outcome or impact of their long-term
CSR undertakings to stakeholders. There is growing research
evidence about the link or connection between CSR initiatives and
customers’ perception on a company’s reputation and their
attitude towards corporate societal behavior.

Corporate Involvement and Participation in Conservation
Management at Southeast Asia — Some Examples

In 2007, the governments of Indonesia, Brunei Darussalam
and Malaysia signed the Heart of Borneo Declaration as a joint
government conservation initiative. After 4 years, the World Wildlife
Foundation launched the Heart of Borneo - Green Business
Network!! that sought to engage businesses in the area to partici-

9 Bonini, Shella, Koller, Timothy M., and Mirvis, Philip (2009). Valuing Social
Responsibility Programs. McKinsey on Finance, 32 (Summer): 11-18.

10 Refer to the April 26, 2011 posting, “What Board Members Should Know About
Communicating Corporate Social Responsibility” by Matteo Tonello of The Conference Board
at http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2011/04/26/what-boardmembers-should-know-
about-communicating-corporate-social-responsibility/

11 Details are available at the website of the World Wildlife Foundation,

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/borneo_forests/borneo_rainforest
_conservation/greenbusinessnetwork
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pate in managing the conservation of 22 million hectares of
trans-boundary forests in the island. Through this network,
companies will be part of the solution in saving the planet’s
remaining rain forests.

By working jointly with companies, communities and
government bodies, the Nature Conservancy is helping protect
ecologically important areas. In Indonesia, logging companies
have adopted reduced impact logging (RIL) at Berau District in
Kalimantan that resulted into more intact forests and cleaner water.
According to Nature Conservancy!?, more than 64 million acres of
Indonesia’s forests have been cleared since the 1990s to give
way to palm oil and mining. It is dedicated on applying the
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD)
approach in deforested communities.

Shell International, in cooperation with World Heritage Centre,
assisted the managers of the Philippine Tubbataha Reefs Natural
Park (TRNP)®3 in 2007 for developing its Business Plan as part of
the UNESCO's “Enhancing Our Heritage” Project. Four years later,
it supported the Park’s capacity building and communications
efforts. The TRNP is home to about 360 coral species (or half of the
world’s total), over 100 species of birds, and approximately 600
species of fish, among others. It lies at the heart of the globe’s
marine diversity area called the Coral Triangle.

Role of Media in Conservation Management

Today, we witness that media have evolved towards the
utilization of new forms of information and communication
technologies and processes, has converged, and has contributed to
public awareness of conservation management issues and
concerns using a variety of platforms (e.g. from print to

12 More on Nature Conservancy's activities in Indonesia can be accessed at

http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/asiaandthepacific/indonesia/explore/seein
g-the-forest-for-the-trees.xml

13 More information are available at the Tubbataha Reefs Natural Park’s website,
http://www.tubbatahareef.org/?page=home
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interactive websites, digital broadcasts, and on-the-go mobile
devices).

Terry Sunderland and his colleagues published an article!*
in Biotropica in 2009 that reported, among others, a significant
gap between the science and practice of conservation biology?®.
The gap has been driven by low levels of information exchange
between the scientists and the conservation practitioners, dissimilar
operating contexts, and differing responsibilities and expec-
tations. This observation was made despite the earlier call for
universities to transform conservation biology’s curricula with a
policy oriented focus. In an essay written by Tim Clark in
Conservation Biology in 2001, he advocated academic institutions
to “prepare students to meet the needs of the profession in solving
real-life conservation problems or to integrate the goals of
conservation biology with other societal goals'®”.

In our opinion, media has an important role in helping
bridge the gap especially in (a) disseminating information on
conservation-related experiences using a mix of digital communi-
cations platforms that can be readily accessed by scientists and
conservation practitioners alike; and (b) capacitating conser-
vation biologists to apply their technical capabilities to real-world
problems. These platforms can be maintained by university
consortia and professional associations engaged in conservation
efforts, inter-governmental bodies, and business groups dedicated
in conservation management initiatives.

About 3 years earlier John G. Robinson had likewise challenged
his readers (in an article published in Conservation Biology!’) to
connect the discipline of conservation biology to the realities of

4 Terry Sunderland, Jacqueline Sunderland-Groves, Patricia Shanley and Bruce
Campbell (2009). "Bridging the Gap: How Can Information Access and Exchange between
Conservation Biologists and Field Practitioners Be Improved for Better Conservation
Outcomes?,” Biotropica 41(5) : 549-554.

15 The practice of conservation biology is also referred to as conservation management.

16 Tim W. Clark (2001). “Developing Policy-Oriented Curricula for Conservation Biology:
Professional and Leadership Education in the Public Interest,” Conservation Biology 15(1):
31-39.

7 John G. Robinson (2006). “Conservation Biology and Real-World Conservation,”
Conservation Biology 20(3): 658-669.
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conservation management as it affects the quality of human life.
He argued that scientists must engage themselves closer to the
human context of real-world conservation efforts; and examine how
they can contribute to the resolution of social science debates.
We would think that these debates and discussions would
dwell, among others, on education, capacity development, and
household income improvements in impoverished areas where
conservation efforts are being pursued.

Moving Forward — The Next Steps
We would like to see the initiatives of the ASEAN Centre

for Biodiversity to help accelerate the transformation of the

science of conservation in Southeast Asia closer to the practice of
conservation management.

1. effective use of (digital) multimedia in engaging scientists,
academe, businesses, governments, and stakeholders to parti-
cipate in biodiversity conservation;

2. promote the AHPs as nature-based tourism destinations
through  knowledge-driven activities that foster closer
working relationships between destination management
organizations (DMOs) and local governments; and

3. work collectively, as a network of partners, that dissemi-
nates best conservation management practices in the region.
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BAB 1
CSR DAN FENOMENANYA

Corporate social responsibility is a dangerous distortion of business
principles. If you find an executive who wants to take on social
responsibilities, fire him. Fast.

"'-
\f ) =
/Q—,

Peter Drucker, 2004.
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A. PENDAHULUAN

Jelang 2010, sebuah term baru pencitraan perusahaan begitu
popular merebak di kampus—kampus. Fenomena munculnya tanggung
jawab sosial perusahaan atau yang lazim disebut dengan Corporate
Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perkembangan dari
sistem ekonomi politik global. CSR pada awalnya merupakan kewajib-
an untuk perusahaan multinasional untuk menunjukkan tanggung
jawab lebih besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap
lingkungan sekitar perusahaannya. Para pemilik perusahaan, meng-
ibaratkan CSR sebagai sumber baru yang potensial dari pemerintahan
global, yaitu mekanisme untuk mencapai keputusan bersama untuk
menangani masalah pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan
asing dengan atau tanpa partisipasi pemerintah. Produk CSR sebagai
kebijakan ini memang menuai pro dan kontra. Bagi pihak yang
mendukung adanya CSR itu berpendapat perlunya pembangunan yang
berkelanjutan dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap lingkungan
sekitarnya. Namun bagi pihak yang menolak adannya CSR tersebut
dikarenakan CSR mempunyai agenda terselubung dan syarat akan
kepentingan dari para pemilik perusahaan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Sejarah CSR dan Hubungannya dengan Komunikasi
Korporasi

2. Menjelaskan Konteks Komunikasi dalam aktivitas CSR

C. MATERI
Sejarah CSR dan Perkembangannya di Dunia Internasional
Lester Thurow, tahun 1966 dalam bukunya “7he Future of
Capitalism?’, telah memprediksi bahwa pada masa depan, kapitalisme
akan berjalan kencang tanpa ada musuh berarti yang melawan.
Mengapa demikian? Utopia Thurow terbukti dengan hancurnya musuh
utama dari kapitalisme itu sendiri, yaitu sosialisme dan komunisme.
Pendapat Thurow ini memaparkan bahwa kapitalisme tidak hanya
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berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga memasukkan unsur
sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat, atau yang
kemudian disebut sustainable society. Dekade 1960 an, pemikiran
Thurow tersebut mustahil untuk diterapkan, dan hal ini ia tuliskan :
"there is no social ‘must’ in capitalism”. Pemikiran Lester Thurow
tersebut, sebelumnya telah dipaparkan Rachel Calson pada tahun
1962. Lewat bukunya “ 7he Silent Spring’, Calson menjelaskan bahwa
kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh racun
peptisida yang mematikan. Paparan yang disampaikan dalam buku
“Silent Spring’ tersebut menggugah kesadaran banyak pihak bahwa
tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju kehancuran
bersama. Periode ini, dapat dikatakan sebagai masa enlightenment
menuju CSR, dan istilah dan konsep CSR pun mulai digaungkan di
medio 1970. IImuwan berlomba-lomba menulis buku tentang penting-
nya tanggung jawab sosial perusahaan, di samping kegiatan mengeruk
laba korporasi. Buku-buku tersebut antara lain; “Beyond the Bottom
Lin€’ karya Prof. Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar
Professor of Public Policy and Business Responsibility dari Universitas
Columbia.

Pemikiran para ilmuwan sosial di era itu masih banyak
mendapatkan tentangan tentang mau dibawa kemana CSR ini, hingga
akhirnya muncul buku yang menghebohkan dunia hasil pemkiran para
intelektual dari Club of Roma, bertajuk “ 7he Limits to Growth”. Buku
ini mengingatkan bahwa, di satu sisi bumi memiliki keterbatasan daya
dukung (carrying capacity), sementara di sisi lain populasi manusia
bertumbuh secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber daya
alam mesti dilakukan secara cermat agar pembangunan dapat
berkelanjutan. Pada Era 1980-1990, pemikiran dan perbincangan
diskursus tentang CSR terus berkembang, yakni mengenai kesadaran
dalam berbagi keuntungan untuk tanggung jawab sosial, dan dikenal
sebagai community development. Hasil menggembirakan datang dari
KTT Bumi di Rio de Jenerio Tahun 1992 yang menegaskan bahwa
konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang harus diper-
hatikan, tidak saja oleh negara, terlebih lagi oleh kalangan korporasi
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yang diprediksi bakal melesatkan kapitalisme di masa mendatang. Dari
sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam
berbagai bentuk. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya Built
to Last: Successful Habits of Visionary Companies (1994), menyampai-
kan bukti bahwa perusahaan yang terus hidup adalah yang tidak
semata mencetak limpahan uang saja, tetapi perusahaan yang sangat
peduli dengan lingkungan sosial dan turut andil dalam menjaga
keberlangsungan lingkungan hidup (Susanto : 2007, 21).

Sejumlah faktor munculnya CSR secara global salah satunya
adalah dengan kekuatan dan pengaruh perusahaan multinasional,
khususnya dampaknya di negara-negara berkembang tentang pelang-
garan hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan pekerjaan.
Keprihatinan ini telah datang di tahun 1970-an, tetapi mereda pada
tahun 1980. Sampai saat ini LSM, NGO atau masyarakat Internasional
mengakui bahwa operasi produksi perusahaan multinasional besar
memiliki dampak kritis pada tekanan lingkungan, praktek pasar tenaga
kerja, pembangunan ekonomi regional, dan budaya yang lebih luas.
Perusahaan multinasional sering terlihat sebagai kendaraan dari proses
globalisasi yang, di satu sisi, ditandai dengan integrasi ekonomi dan
konvergensi, dan di lain pihak dengan ketegangan sosial, pem-
bangunan yang tidak merata, dan kesenjangan sosial. Ketika jaringan
produksi global tersebut membuka sebuah jembatan ekonomi dengan
politik hal ini memberikan sebuah dampak dengan memperburuk
perbedaan spasial dalam hidup dan standar perburuhan, kesehatan,
dan hak-hak individu. Bersamaan dengan itu, mereka menginduksi
proses hibridisasi budaya dan difusi yang mengancam identitas lokal.
Perusahaan multinasional dapat dengan mudah, oleh karena itu,
menjadi simbol dari sebuah zaman baru eksploitasi, imperialisme, dan
kolonialisme (Levy dan Newell : 2006, 56).

Dalam pasar modal global, CSR juga menjadi faktor yang
diperhitungkan. Misalnya New York Stock Exchange (NYSE) saat ini
menerapkan program Dow Jones Sustainable Index (DJSI) untuk
saham perusahaan yang dikategorikan memiliki Socia/ Responsible
Investment (SRI). Kemudian Index and Financial Times Stock
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Exchange (FTSE) menerapkan FTSE4 Good sejak 2001. Konsekuensi
dari adanya index-index tersebut memacu investor global seperti
perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanam-
kan investasinya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam
index tersebut.

Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang.
Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep
sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal
yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh
kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita.
Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry
Porras meluncurkan Built 7o Last: Succesful Habits of Visionary
Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka
menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup
bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata.
Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (£arth Summit) di
Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma
pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth)
menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable develop-
ment). Dalam perspektif perusahaan, dimana keberlanjutan dimaksud
merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang
telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-
masing stakeholder.

Menurut Mas Ahmad dan Nurani (2007), ada lima elemen sehingga
konsep keberlanjutan menjadi fokus yang penting, di antaranya
adalah:

(1) ketersediaan dana,

(2) misi lingkungan,

(3) tanggung jawab sosial,

(4) terimplementasi dalam kebijakan

(masyarakat, korporat, dan pemerintah),
(5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan di Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para
pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang
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mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment
sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam
melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Res-
ponsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss,
Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media
dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta
perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis
yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada dasarnya
mengharuskan perusahaan untuk melakukan bisnis di luar kepatuhan
hukum dan kepada pemegang saham untuk tidak maksimalisasi
kekayaan melalui keuntungan yang dihasilkan. Ini menunjukkan
bahwa perusahaan harus melakukan lebih dari mereka wajib lakukan
berdasarkan hukum yang berlaku yang mengatur keamanan produk,
perlindungan lingkungan, hak buruh, hak asasi manusia, pengem-
bangan masyarakat, korupsi, dan sebagainya, tetapi juga menunjuk-
kan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya
kepentingan pemegang saham tetapi juga stakeholder lainnya
misalnya, karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat lokal.

CSR mengharuskan perusahaan untuk memberikan tidak hanya
jumlah barang, jasa, dan pekerjaan tetapi juga kualitas hidup orang-
orang yang kepentingannya terkena dampak kegiatan perusahaan.
Konsep abstrak CSR telah berubah menjadi daftar panjang praktek-
praktek perusahaan , namun tidak terbatas pada, sistem manajemen
lingkungan, ramah lingkungan dan aman produk, tindakan perlin-
dungan tenaga kerja dan rencana kesejahteraan, filantropi perusahaan
dan masyarakat proyek-proyek pembangunan, dan perusahaan sosial
dan lingkungan pengungkapan kinerja (Carroll : 2008, 2) .

CSR di Indonesia

Di antara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di
Indonesia dapat digolongkan rendah. Pada tahun 2005 baru ada 27
perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas sosial yang
dilaksanakannya. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan
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Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability
Reporting Award (ISRA). Event ini bertujuan untuk mempromosikan
voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan
memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan
terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori penghargaan yang diberikan
adalah Best Social and Environmental Report Award, Best Social
Reporting Award, Best Environmental Reporting Award, dan Best
Website.

Pada Tahun 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best
Sustainability Reports Award, Best Social and Environmental Report
Award, Best Social Reporting Award, Best Website, Impressive
Sustainability Report Award, Progressive Social Responsibility Award,
dan Impressive Website Award. Pada Tahun 2007 kategori diubah
dengan menghilangkan kategori /impressive dan progressive dan
menambah penghargaan khusus berupa Commendation for Sustaina-
bility Reporting: First Time Sutainability Report. Sampai dengan ISRA
2007 perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi
keikutsertaan dalam ISRA.

Perkembangan program CSR di Indonesia dimulai dari sejarah
perkembangan PKBL. Pembinaan usaha kecil oleh BUMN ini,
dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan
Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil
dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya keputusan
Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember
1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan
Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan osetelah
pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.

Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan
Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
tentang Pedoman Pembinaan Usaha Keciln dan Koperasi melalui
Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
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Memperhatikan perkembangann ekonomi dan kebutuhan masyarakat,
pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami
penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/MPBUMN/ 1999
tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003
tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan
Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007
tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan.

Berkaca di Indonesia sendiri, telah banyak perbincangan yang
terus berlanjut seputar konsep dan perjalanan CSR ini. Ada
persetujuan dan pula pertentangan. Terlebih pihak pemerintah secara
khusus menerbitkan regulasi tentang tanggung jawab sosial ini,
termuat dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 74. Terlepas dari itu, isu
tentang Corporate Social Responsibility (CSR) memang kian hangat.
Persoalannya bukan lagi berkutat dari aspek sosial, tetapi sudah jauh
melakukan penetrasi dalam aspek bisnis dan penyehatan korporasi.
Seiring dengan berkembangnya waktu, CSR tidak lagi dipandang
sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. Dari yang
semula dianggap sebagai cost, kini mulai diposisikan sebagai investasi
citra. Dalam sebuah ulasan di Majalah Marketing (edisi 11/2007)
menegaskan tentang mengapa pula perusahaan harus berinvestasi
pada kegiatan CSR? Apakah lantaran moralitas semata atau dia sudah
menjadi marketing tools yang efisien? Pertanyaan ini menjadi
pertanyaan manajemen dan divisi marketing sewaktu mempersiapkan
strategi CSR. Akan tetapi, perdebatan paling baru tentang CSR adalah
soal imbas program tersebut pada profit perusahaan. Para pelaku
dituntut untuk ikut memikirkan program yang mampu mendukung
sustainability perusahaan dan aktivitas CSR itu sendiri.

Dalam hal ini, strategi perusahaan dintuntut responsif terhadap
kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan global,
tren baru di pasar, dan kebutuhan stakeholders yang belum terpenuhi.

8




Berkaitan dengan masalah imbas tersebut, Global CSR Survey paling
tidak bisa memperlihatkan betapa pentingnya CSR. Bayangkan, dalam
survey di 10 negara tersebut, mayoritas konsumen (72%) mengatakan
sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta merekomen-
dasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR yang
dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya, sebanyak 61% dari
mereka sudah memboikot produk dari perusahaan yang tidak punya
tanggung jawab sosial. CSR kini bukan lagi sekadar program charity
yang tak berbekas. Melainkan telah menjadi pedoman untuk
menciptakan profit dalam jangka panjang (CSR for profit). Karena itu,
hendaknya kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan dengan
kepentingan perusahaan dan harus mendukung core business
perusahaan.

Philip Kotler, dalam buku CSR: Doing the Most Good for Your
Company and Your Cause, membeberkan beberapa alasan tentang
perlunya perusahaan menggelar aktivitas itu. Disebutkannya, CSR bisa
membangun positioning merek, mendongkrak penjualan, memperluas
pangsa pasar, meningkatkan loyalitas karyawan, mengurangi biaya
operasional, serta meningkatkan daya tarik korporat di mata investor.
Menurut Godo Tjahjono, Chief Consulting Officer Prentis, CSR memang
punya beberapa manfaat yang bisa dikategorikan dalam empat aspek,
yaitu: license to operate, sumber daya manusia, retensi, dan
produktivitas karyawan. Dari sisi marketing, CSR juga bisa menjadi
bagian dari brand differentiation. Sampai saat ini banyak perusahaan-
perusahaan raksasa dunia untuk menerapkan program kepedulian
sosial. Semoga ini tak hanya jadi sekedar angin segar ditengah
kekosongan issu saja, melainkan mampu menjadi virus baik yang
menyebar cepat di Indonesia.

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun
1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA
(Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walau-
pun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati
konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan
“kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.
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Melalui konsep investasi social perusahaan "seat belt”, sejak tahun
2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang
aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi
kepada berbagai perusahaan nasional.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwa-
sanya kegiatan perusahaan membawa dampak (for better or worse),
bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di
sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya
bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan
pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup karyawan dan
keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah
selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara
satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis
perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang,
Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar
sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu,
stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti
Unilever atau Procter & Gamble adalah para custorner-nya.

Berdasarkan pengalaman penulis di industri manufaktur, Unilever
memastikan kepada seluruh suyppliemya untuk hanya menggunakan
kertas yang bersertifikasi internasional mengenai konsep keberlanjut-
an hutan. Unilever sebagai perusahaan multinasional, menekankan
pentingnya produsen kertas yang akan memasoknya untuk melakukan
tanggung jawab sosial berbasis lingkungan untuk keberlanjutan hutan.
Produsen kertas yang tidak memiliki sertifikasi tersebut, tidak
diperkenankan memasok di Unilever.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang
sering diterapkan di Indonesia adalah community development.
Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan
pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehing-
ga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial
perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan
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peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja
dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun
citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain
itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki
perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat
merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan
berguna dan bermanfaat.

CSR : Pertemuan di Titik Utopis

Keberadaan CSR itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari keberadaan
industri korporasi. CSR dalam pandangan common sense adalah
sebuah bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhdap
masyarakat sekitarnya.. Keberadaan CSR sendiri sering diartikan
sebagai representasi dari peran serta pembangunan yang dilakukan
oleh pihak swasta . Pada tataran masyarakat, kehadiran CSR dianggap
mewakili masyarakat guna membantu peran serta pemerintah dalam
mulakukan upaya pembangunan. Dalam pandangan common sense
ini, posisi atau kedudukan CSR tersebut bersifat netral dan normatif.

Pandangan common sense terhadap CSR berbeda dengan
pandangan teori kritis atau teori Frankfurt. Teori kritis memandang
bahwa posisi CSR bersifat ideologis atau menyatakan keberpihakan
dan pandangan teori kritis bersifat historis. Secara historis, CSR lahir
atas respon msyarakat global terhadap proses industrialisasi yang
dilakukan oleh korporasi MNC/TNC yang secara nyata menyebabkan
masalah ekologi yang serius dan bahwa ini perlu ditangani. Fakta-fakta
stres ekologi pada tingkat planet yang jelas, meskipun penting mereka
tidak universal disepakati. Ada banyak indikator stres seperti: lahan
pertanian, hutan hujan dan berhutan daerah, padang rumput dan
sumber air tawar semua berisiko. Pada tingkat global, lautan, sungai
dan ekosistem air lainnya menderita parah ekologi tertekan.
Sementara rincian dari ekologi yang akan datang krisis masih
diperdebatkan, kebanyakan orang tampaknya lebih sadar manusia
dampak terhadap lingkungan daripada sebelumnya. Sebagian besar
perusahaan sekarang mengeluarkan laporan dampak lingkungan.
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Eksistensi CSR itu sendiri mengalami problematik di tengah

masyarakat, banyak terjadi kesalahan baik dalam teori maupun
praktek, di Indonesia sendiri terjadi beberapa permasalahan di tubuh
CSR itu sendiri, antara lain :

1.

12

Sebagai sebuah tanggung jawab moral-sosial, UU ini telah
mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujud-
nya makna dasar CSR tersebut. Sonny Keraf (Etika Bisnis, 1998)
menyebut tiga prasyarat dimaksud: sebagai pilihan sadar, adanya
kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun
alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang
ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemak-
naannya dalam praktik. Dalam ranah norma kehidupan manusia
modern, kita dilingkupi dan sekaligus menjalankan sejumlah
norma yang berbeda: norma hukum, moral, dan sosial. Tanpa
mengabaikan kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya,
pada domain lain perusahaan juga terikat pada norma moral-sosial
sebagai bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep
asli CSR sesungguhnya hendak bergerak dalam kerangka tersebut,
di mana perusahaan secara sadar memaknai aneka prasyarat tadi
dan sekaligus masyarakat bisa menakar komitmen pelaksana-
annya.

Dengan kewajiban semacam itu CSR lalu bermakna parsial sebatas
upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan
lingkungan dari kehadiran perusahaan. Dengan demikian, bentuk-
bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan core business
perusahaan, dengan wilayah jangkauan sebatas stakeholders
langsung (masyarakat sekitar) semata. Padahal praktik yang
berlangsung di banyak perusahaan selama ini, ada atau tidaknya
aktivitas terkait dampak lingkungan dan sosial tersebut,
perusahaan menjalankan program sosial langsung (seperti
lingkungan hidup) dan tak langsung (bukan core business) seperti
rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi
hilangnya aneka program tak langsung tersebut.




Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak

baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74

UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan muncul pada saat pembahasan ditingkat Panja dan

Pansus DPR. Substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang

nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna,

mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup
pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran
tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melapor-
kannya. Mengikuti perkembangan berita di media massa yang
menyangkut pembahasan pasal 74, sesungguhnya rumusan itu
sudah mengalami penghalusan cukup lumayan lantaran kritikan
keras para pelaku usaha. Tadinya, tanggung jawab sosial dan
lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak

di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku

untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM,

baru berdiri, atau masihdalam kondisi merugi.

Ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang dimaksud pasal 74 UU PT berbeda dengan lingkup
dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang
dikeluarkan oleh lembaga internasional (The World Bank, ISO 26000
dan sebagainya) serta praktik yang telah berjalan di tanah air maupun
yang berlaku secara internasional. Lalu sebenarnya seperti apa best
practice mengenai CSR ini? Standar itu dikenal dengan nama ISO
26000 Guidance on Social Responsibility. Dengan standar ini, pada
akhir 2009 hanya akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini dikenal
banyak konsep mengenai CSR yang digunakan oleh berbagai lembaga
internasional dan para pakar. Pada dasarnya kegiatan CSR sangat
beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela
didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari
hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan.
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Oleh karena itu, didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan
masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3
pilar yakni dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat dan
kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan.
Dengan demikian adalah tidak mungkin untuk mengukur pelaksanaan
CSR. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good
corporate governance yang mestinya didorong melalui pendekatan
etika maupun pendekatan pasar (insentif). Pendekatan regulasi
sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan
fairness dalam kaitan untuk menyamakan level of playing field pelaku
ekonomi. Sebagai contoh, UU dapat mewajibkan semua perseroan
untuk melaporkan, bukan hanya aspek keuangan, tetapi yang
mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepen-
tingan masyarakat. Tak banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya
perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang
tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat
berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus
mengikuti prinsip berbagi manfaat (shared value), yaitu pilihan-pilihan
harus memberi manfaat kedua belah pihak. Lebih menarik lagi
ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74 serta
penjelasan pasal 74 itu sendiri. Pada pasal 1 Undang-Undang nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat “... komitmen
Perseroan Terbatas untuk berperan serta”, sedangkan pasal 74 ayat 1
... wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.
Pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela
sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan
masyarakat. Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban.
Lebih jauh lagi kewajiban TJSL pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan sanksinya pada pasal 74 ayat 3. Sanksi
apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
tidak diatur dalam UU PT tetapi digantungkan kepada peraturan
perundang-undangan lain yang terkait.
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Demikian juga pada pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena
tanggung jawab sosial dan lingkungan, dibatasi namun dalam
penjelasannya dapat diketahui bahwa semua perseroan terkena
kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena penjelasan
pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada
bunyi pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,
sedangkan pada penjelasan pasal 74 menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegitan usahanya di
bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya yang
dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan
dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan
tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya
berdampak pada fungsi sumber daya alam. Dengan demikian jelas
tidak ada satupun perseroan terbatas yang tidak berkaitan atau tidak
memanfaatkan sumber daya alam.

Kritik yang muncul dari kalangan pebisnis bahwa CSR adalah
konsep dimana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan
kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkung-
an hidup. Kegiatan-kegiatan itu adalah diluar kewajiban perusahaan
yang umum dan sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan
formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar
lingkungan hidup. Mereka berpendapat, jika diatur, selain berten-
tangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru
kepada dunia usaha. CSR adalah konsep yang terus berkembang baik
dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR
sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara perusahaan dan
masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan
komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. Bidangnya pun amat
beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.

Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi
pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus
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jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan
di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat
penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan
penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi
politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para
aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini
artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan,
seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena
dampak, dan organisasi pelaksana. Semua proses ini tidak mudah. Itu
sebabnya di negara-negara Eropa yang secara institusional jauh lebih
matang dari pada Indonesia, proses regulasi yang menyangkut
kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. Uni Eropa sebagai
persekutuan antar negara yang paling menaruh perhatian terhadap
CSR, telah menyatakan sikapnya, CSR bukan sesuatu yang akan
diatur.

D. RANGKUMAN

Permasalahan antara masing-masing agen yang terlibat dalam
relasi dalam struktur yang terwujud dalam undang-undang tersebut
tidak hanya berhenti pada hal pembahasan ketika pada proses
undang-undang tersebut disahkan. Akan tetapi agen yang dalam hal
ini ialah yang mewakili pihak pengusaha yang tergabung dalam KADIN
mengajukan gugatan kepada MK (Mahkamah Konstitusi) mengenai uji
material terhadap pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang berkaitan
dengan sumber daya alam meskipun pada akhirnya gugatan tersebut
di tolak.

E. DISKUSI

Apa CSR itu? Apa relasinya dengan citra dari sebuah perusahaan?
Bagaimana dunia internasional memandang “tanggung jawab
sosial” sebuah perusahaan?

3. Bagaimana perkembangan CSR di Indonesia?

N o=
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A. PENDAHULUAN

Terkait dengan keterkaitan Negara dan CSR, analisis mengenai
teori strukturasi sangatlah relevan untuk menganalisis permasalahan
regulasi Negara selaku regulator. CSR kerap kali dianggap sesuatu
yang mewajibkan dan memberatkan bagi para pengusaha karena
terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan diluar pajak yang telah
ditentukan. Akan tetapi jika bisa kita amati, sebagai contoh, dengan
diwajibkannya CSR dalam lingkup dunia usaha yang ada di Jawa Timur
melalui Perda yang telah ada, kita bisa mencari mengenai relasi antara
masing-masing agen yang telah membentuk struktur tersebut.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Konteks Hubungan Negara dengan CSR
Menganalisis Faktor — faktor dalam agen — agen komunikasi dalam
praktik CSR di Indonesia.

C. MATERI
Negara: Regulator dan Regulasi, Tinjauan Pelaksanaan CSR
di Jawa Timur

Struktur jika diartikan oleh Giddens ialah sebuah aturan atau
sumberdaya, jadi yang dimaksud struktur itu sendiri ialah Perda No 4
Tahun 2011 yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR yang
dilakukan oleh perusahaan yang ada di Jawa Timur.
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Gambar 2.1. Relasi Tripartit dalam CSR

s
A

Gambar 2.2. Relasi Dialektika

Perda TSP JATIM

(Struktur)

Pemerintah Civil

Society

(Agen)

Jika berbicara struktur tak lepas kita juga menganalisa agensi,
karena Giddens pun menjelaskan antara struktur dan agensi adalah
hal yang dualitas. Dalam hal ini agensi yang dimaksud ialah ialah para
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aktor yang terkait dalam keterlibatan struktur tersebut yakni antara

pihak negara, perusahaan dan cvi/ society.

Sedangkan, regulasi — regulasi yang diterapkan pemerintah pusat
antara lain :

1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai

berikut:

0 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi ling-
kungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran
dan perusakan (Pasal 6:1).

0 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan ber-
kewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai
pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6:2).

0 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan
(Pasal 16:1).

0 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan waijib
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal
17:1).

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan
tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan
konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran corporate
tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam perilaku
berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah larangan-larangan
pelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku
usaha.

3. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Moaal

Beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah
sebagai berikut.
0 Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):

- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
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- menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal;

- Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan"
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,
dan budaya masyarakat setempat (penjelasan pasal 15 Huruf
b).

0 Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16)

- menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; ... Pasal 34:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidakmemenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha

Cc. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas pena-
naman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas pena-
naman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha
perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
pengaturan-pengaturan di atas, kewajiban dan tanggung
jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik modal
saja, melainkan juga kepada karyawan dan keluarganya,
konsumen dan masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup.
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4. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal 16

Agustus 2007. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan.

0o Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk bina
wilayah atau yang sejenis sebelum diterbitkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), maka dalam pelaksanaannya agar
dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi dengan memper-
hatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

0o Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan bina
lingkungan (PKBL)-nya berasal dari penyisishan laba, maka tetap
melaksanakan PKBL sesuai dengan alokasi dana yang disetujui
RUPS.

o0 Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan/atau bina
lingkungan (PKBL)- nya dibebankan/menjadi biaya perusahaan
sebagai pelaksanaan Pasal 74 UUPT, maka dalam pelaksanaannya
agar tetap berpedoman pada peraturan menteri Negara BUMN No:
Per-05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut dari
menteri Negara BUMN.

Selengkapnya tentang Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tersebut
adalah sebagai berikut:

Bab V — Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajaran.

24




(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Bunyi Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008:.....Badan Usaha Milik
Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba
tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan
lainnya. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan
pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan
dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan
program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk
Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih
untuk Program Bina Lingkungan (CSR). Ketentuan UU inilah yang
dijadikan dasar bagi penataan tentang pemanfaatan CSR di Indonesia.

6. UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku
ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan
usaha milik swasta dan korporasi. BUMN ikut berperan menghasilkan
barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu diperlukan penataan
sistem pengelolaan dan pengawasannya melalui ketentuan peraturan
perundang-undangan tersendiri. Atas pertimbangan tersebut,
dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dalam UU BUMN ditegaskan bahwa
jenis BUMN ada dua, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan
Perusahaan Umum (Perum).

Pendirian BUMN ini mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana
ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN diantaranya adalah
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“turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Namun
sebelumnya dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero)
menegaskan bahwa Persero dengan sifat usaha tertentu dapat
melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi
kemanfaatan umum. Azheri (2012:134) menjelaskan bahwa
pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah
dalam rangka memperkuat program kemitraan, melalui peraturan
menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan (PKBL). Dimana pasal 2-nya menegaskan sebagai berikut.
1) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam Peraturan ini;

2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini
yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).

Sedangkan mengenai sumber dananya ditegaskan dalam pasal 9

yaitu:

1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua
persen);

b. Jasa administrasi pinjaman/ margin/ bagi hasil, bunga deposito
dan/ jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi
beban operasional;

¢. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

2) Dana program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:

a. Penyisahan laba setalah pajak maksimal sebesar 2% (dua
persen);

b. Hasil bunga deposito dan/ jasa giro dari dana BL.
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Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN
sebagaimana, ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan
dalam bentuk:

a. Pinjaman untuk membiayai model kerja dan/ atau pembelian
aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana
kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan
berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan
usaha Mitra Binaan.

c. Beban pemintaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan,
pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut
peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk peng-
kajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20%
(dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang
disalurkan pada tahun berjalan.

Lebih lanjut Azheri (2012: 137) menjelaskan ruang lingkup

bantuan program BL sebagai berikut.

a. Bantuan korban bencana alam;

Bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan;

Bantuan untuk peningkatan kesehatan;

Bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/
MBU/ 2007 berkaitan dengan PKBL menegaskan bahwa PKBL sebagai
bagian dari CSR bagi BUMN tidak lagi kegiatan yang bersifat voluntary,
tetapi telah menjadi suatu kegiatan yang bersifat mandatory.

Bila disimak lebih dalam secara filosofinya PKBL tidak bisa disama-
kan dengan CSR, karena PKBL digantungkan pada kondisi suatu
perusahaan, yaitu bila perusahaan BUMN itu beruntung. Dengan kata
lain, (Azheri: 2012, 137) bila posisi merugi, maka tidak ada
kewajibannya untuk melaksanakan PKBL. Namun apapbila ketentuan
PKBL ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 1998
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27




tentang Perusahaan Perseroan (Persero) timbul persoalan, yaitu bagi
BUMN dalam bentuk Persero secara mutatis dan mutandis berlaku
segala prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk menjawab persoalan norma tersebut yang didasarkan atas
ketentuan Pasal 3 PP Persero, maka PKBL dalam makna CSR sebagai
aktifitas yang bersifat mandatory perlu ditinjau kembali. Apabila PKBL
yang dimaknai sebagai CSRnya BUMN tidak harus digantungkan pada
syarat “untung” tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
sejak perusahaan itu melakukan aktifitas usahanya.

7. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya 15 April 2009

menolak gugatan uji material oleh Kadin terhadap pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Karena
putusan MK bersifat final dan mengikat, maka lebih baik kita melihat
dari sisi positifnya, yaitu sinergi antara pasal PJSL dengan UU Pajak

Penghasilan 36/2008 (UU PPh) pasal 6 ayat 1 huruf a yang sekarang

memberlakukan beberapa jenis sumbangan sosil sebagai biaya, yaitu.

¢ Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

e Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

e Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;

e Biaya pembangunan infrasrtuktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;

e Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah:dan

e Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

28




Relevansi Negara, Masyarakat dan Pasar

Negara merupakan organisasi yang menggunakan sumber
kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur setiap anggota
masyarakat melalui hukum dan peraturan perundang-undangan.
Terdapat banyak teori tentang terbentuknya negara, salah satunya
yaitu teori kenyataan yang menyatakan bahwa Timbulnya suatu
negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-
unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi,
maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan.
Habibullah (2009:8) juga mengungkapkan teori demokrasi yang
menyebutkan bahwa negara didirikan dan memperoleh kedaulatannya
berdasarkan persetujuan rakyat yang diatur dalam suatu perjanjian
atau kontrak dalam bentuk konstitusi atau UUD. Tujuan akhir dari
dibentuknya sebuah negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan
bagi masyarakatnya. Dalam hal ini telah terjadi perubahan paradigma
dalam administrasi negara, yang sebelumnya hanya berusaha men-
jawab persoalan efisiensi dan ekonomi, maka menurut Frederickson
(1994:58) administrasi negara baru berusaha untuk menjawab
pertanyaan tentang keadilan sosial.

Sedangkan pasar merupakan lahan untuk memperoleh
keuntungan dalam hal materi sehingga menjadi sebuah pendapatan
yang berimplikasi pada kekayaan bagi anggota-anggota masyarakat.
Penghasilan ini didapatkan melalui proses produksi dan pertukaran
barang dan jasa. lembaga yang termasuk dalam acara ini, yaitu: UKM
(usaha kecil dan menengah), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),
perusahaan besar, konglomerat, perusahaan multinasional, lembaga
keuangan dan perbankan, pasar modal, dan sebagainya.

Pendefinisian masyarakat (civil society) adalah sebuah wilayah,
arena, atau ruang kehidupan sosial di luar keluarga, negara, dan pasar,
dimana individu berorganisasi dan berkelompok untuk memper-
juangkan kepentingan bersama (Fakih, dalam Habibullah, 2009).
Beberapa bentuk dari organisasi masyarakat yaitu: LSM, KSM,
organisasi keagamaan, serikat buruh, gerakan sosial, dan lainnya.
Wadah-wadah yang ada di dalam masyarakat ini menjadi sarana untuk
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menyampaikan partisipasi publik dan sharing ilmu pengetahuan.
Sehingga jelas bahwa organisasi bisnis menghasilkan modal yang
berupa uang, sedangkan organisasi masyarakat menghasilkan apa
yang disebut sebagai modal sosial.

Konsep relasi negara dan pasar dalam masyarakat kapitalis
menggunakan perspektif elit ini menunjukkan adanya dominasi yang
kuat dari peran pasar terhadap negara. dalam hal ini, teori elit yang
dikemukakan oleh Mosca memiliki kapasitas untuk menjelaskan
fenomena tersebut. Mosca (dalam habibullah, 2009:52) mengungkap-
kan adanya dua klas, yaitu klas pertama yang jumlahnya sedikit,
menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan
memanfaatkan keuntungan dari kekuasaan tersebut. selanjutnya, klas
kedua yang jumlahnya banyak, adalah pihak yang diarahkan dan
dikontrol oleh pihak pertama, dengan cara sedikit banyak bersifat
legal, terkadang sewenang-wenang dan keras.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa para
pemilik modal yang dalam segi kuantitas adalah minor, memiliki
kemampuan menguasai masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini
dominasi terjadi karena adanya suatu koorporasi antara negara
dengan pasar. Para pemilik modal yang notabene memiliki sumber
kekuatan berupa kekayaan, mampu menghegemoni negara sehingga
negara tunduk pada kemauan para kapitalis/pemilik modal. Hubungan
yang asimetris ini dimana pemilik modal mendominasi peran negara
memiliki implikasi pada pengambilan kebijakan publik. Dengan asumsi
penggunaan kekayaan, maka dengan leluasa pemilik modal dapat
mengambil peran yang cukup signifikan dalam proses pembuatan
keputusan. Pernyataan senada diungkapkan oleh Salisbury (dalam
Habibullah, 2009:53) bahwa dominsi pasar salah satunya terjadi
karena faktor kekayaan para pemilik modal. Melalui kekayaan itu,
pemodal memainkan peran strategis, misalnya dalam pengambilan
keputusan-keputusan penting oleh negara.

Dampak dari relasi asimetris tersebut sangat jelas, yaitu merugikan
masyarakat dan menguntungkan pasar. Masyarakat yang secara ideal
sebagai pihak yang harus dilayani justru menjadi “budak di rumah
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sendiri” karena jelas kepentingan hanya kepentingan pemilik modal
yang terakomodir, sedangkan kepentingan masyarakat hanya sebagai
angin lalu. Relasi ini secara konkrit melemahkan peran negara, karena
sekali lagi kekuatan modal dari kapitalis membuat negara semakin
tidak berdaya.

Namun, seiring dengan perkembangan, terjadi perubahan
paradigma ke arah perspektif modern. Dalam perspektif ini relasi
antara negara dengan pasar tidak lagi bersifat asimetris, melainkan
bersifat simetris yang ditandai dengan adanya simbiosis mutualisme
antara pemerintah dengan para pemilik modal. Schneider dan
Tenbuecken (Habibullah, 2009) mengungkapkan bahwa dalam politik
modern, bisnis memainkan peran strategis, beberapa asosiasi kepen-
tingan dan korporasi besar telah membuat jaringan secara mapan
dengan negara untuk membuat keputusan bersama yang bersifat
saling menguntungkan. Dalam politik modern ini dapat diidentifikasi
bahwa relasi antara pasar dan negara terjadi karena adanya pengaruh,
pertukaran, dan peraturan bersama (Habibullah, 2009). Sehingga
menimbulkan hubungan yang sinergis antara pemerintah dengan
pemilik modal. Semakin intim hubungan negara dengan pasar maka
akan menimbulkan kecenderungan-kecenderungan yang menyebab-
kan renggangnya hubungan negara dengan masyarakat. Idealnya,
negara merupakan pelayan kebutuhan masyarakat, negara harus
mampu mengakomodir dan memfasilitasi masyarakat dalam upaya
pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, relasi simetris antara negara
dengan pasar semakin menjauhkan negara dari tuntutan ideal
tersebut. Negara semakin acuh terhadap warganya, karena negara
telah beralih fungsi sebagai instrumen (alat) dari para pemilik modal
untuk mengakumulasi kekayaan.

Masyarakat sipil yang sehat tidak otonom secara dari pasar dan
negara. Memang sebaliknya adalah benar, sangat kapasitas
masyarakat sipil untuk ketahanan terhadap penyerobotan pasar
eksternal memerlukan dukungan dari negara di bentuk peraturan
pasar, kebijakan asuransi sosial, pelayanan publik, skema pajak
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redistributif dan mekanisme hukum untuk melembagakan dan

menegakkan hak penghidupan (Wright : 2011,3).

Mandel (dalam Habibullah, 2009:54) menyebutkan beberapa
fungsi negara dalam masyarakat kapitalis antara lain: 1) menjamin
kegiatan-kegiatan swasta dan anggota klas dominan, 2) negara
menindak tegas setiap ancaman terhadap mode of production melalui
tentara, polisi, kehakiman dan sistem penjara, kemudian 3) negara
menyatukan klas-klas yang dominan. Berdasarkan fungsi-fungsi
tersebut terlihat jelas bahwa posisi keberpihakan negara adalah pada
pasar/pemilik modal. Negara cenderung memfasilitasi kegiatan swasta
daripada kepentingan masyarakatnya sendiri.

Konsep relasi negara dan pasar dalam masyarakat kapitalis tidak
hanya dapat dijabarkan dalam perspektif elit, akan tetapi juga dalam
perspektif strukturalis. Sebelum menjelaskan tentang relasi tersebut,
terlebih dahulu perlu dipahami tentang kondisi struktural negara.
Dalam hal ini, relasi antara negara dan pasar bersifat simbiosis
mutualisme/simetris, dimana negara berfungsi menyediakan iklim
yang kondusif bagi para pebisnis/pemilik modal. Block (dalam
Habibullah, 2009) berusaha menjelaskan relasi tersebut dalam sistem
kapitalis.

Dalam sistem ini, negara memiliki 3 fungsi, yaitu:

1) negara menciptakan kondisi sehingga pengembangan modal bisa
berjalan lancar, baik bagi pengusaha nasional maupun asing yang
kemudian disebut sebagai business confidence,

2) negara memeratakan kekayaan secukupnya supaya kaum buruh
bisa memproduksikan dirinya, dan juga supaya kaum buruh
percaya bahwa mereka sudah diperlakukan secara adil sehingga
mereka tidak protes atau membuat kekacauan yang dapat
merusak suasana bisnis,

3) negara berperan sebagai polisi untuk mencegah gangguan
terhadap sistem yang ada serta mengembangkan suatu ideologi
yang membuat kaum buruh merasa diperlakukan adil dalam sistem
yang menguntungkan kaum kapitalis.
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Dalam perspektif strukturalis ini, negara berfungsi menciptakan
situasi politik yang memungkinkan bagi investor ataupun pemilik
modal untuk mengembangkan usahanya. Iklim politik yang kondusif
tersebut diharapkan pemilik modal dapat mengembangkan usahanya
sehingga memperoleh profit yang sebesar-besarnya, yang pada
akhirnya negara memperoleh pemasukan tinggi dalam bentuk pajak.
Argumentasi tersebut relevan dengan konklusi yang dikemukakan
Poulantzas dan Block (dalam Habibullah, 2009) bahwa hidup negara
tergantung pada kesuksesan para pemilik modal, karena birokrasi
dibiayai dengan pajak yang dikeluarkan oleh mereka. Sehingga apabila
negara memfasilitasi para pemilik modal dalam sebuah sistem
kapitalis, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan struk-
turalnya, yang berimbas pada ketergantungan negara pada modal.

Dampak langsung dari “perselingkuhan” antara pemerintah
dengan pemilik modal/pengusaha tersebut tentu saja dapat dirasakan
secara langsung oleh rakyat. Dampak konkrit dari relasi tersebut
adalah kebijakan publik (public policy) yang dikeluarkan oleh
pemerintah sangat berorientasi pada pemenuhan tuntutan-tuntutan
kaum borjuis/pemilik modal. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan
oleh pemerintah tidak lagi netral, karena kebijakan tersebut sarat akan
kepentingan pemilik modal dan kepentingan negara itu sendiri. Pemilik
modal memiliki kepentingan untuk melakukan akumulasi kekayaan
demi ekspansi bisnis besar-besaran, sedangkan pemerintah ber-
kepentingan untuk melakukan akumulasi modal negara sehingga bisa
memenuhi kebutuhan strukturalnya. Kebijakan tersebut berbanding
terbalik terhadap upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, dan
berbanding lurus dengan kepuasan dan kebebasan para pemilik modal
dalam mengembangkan bisnisnya. Fenomena tersebut relevan
dengan teori yang dikemukakan oleh Cardoso (dalam Habibullah,
2009) yang mengemukakan bahwa dalam sebuah sistem kapitalisme,
kapital tampil sebagai kelas yang dominan. Dominasi tersebut
disebutnya sebagai “aliansi dasar” atau “pakta dominasi” dari kelas
sosial yang ada.
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Adanya relasi antara negara dengan pasar dalam persepektif
strukturalis ini menyebabkan negara terjebak dalam lingkungan
kapitalisme. Sehingga intervensi dari pihak-pihak kapital sangat kental
dirasakan dalam penyelenggaraan negara, terutama menyangkut
kebijakan-kebijakan publik di bidang ekonomi. Negara melakukan
“barter” dengan pihak kapital, sehingga pihak kapital dapat “meme-
san” kebijakan sesuai dengan keinginan mereka, dan kompensasinya
negara akan mendapatkan pemasukan yang besar bagi kas negara.
Namun, nasib rakyat menjadi suatu pertanyaan penting di sini.
Bagaimana kepentingan rakyat dapat diakomodir apabila pihak kapital
selalu mendiktekan kepentingannya dan mendominasi peran negara?
Jelas kepentingan masyarakat akan terabaikan karena kebijakan yang
dikeluarkan bersifat instruksional dan fop down. Masyarakat tidak
memiliki hak untuk menyampaikan tuntutannya akan kehidupan yang
lebih layak.

Akses CSR ini menjadi titik pertanyaan kritis dalam keilmuan
Komunikasi. Apa upaya — upaya selanjutnya yang dilakukan untuk
mengakomodir masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan CSR?
Sedangkan pada saat bersamaan, praktisi Public Relations berada
dalam himpitan dan seringkali tekanan oleh manajemen perusahaan.

Legitimasi dan peran regulasi seringkali nihil dalam proses
perencanaan CSR. Sehingga perlu dipetimbangkan ulang bagaimana
proses yang dapat memberikan dampak bagi Masyarakat, Perusahaan,
dan juga Negara sebagai pemilik Kuasa.
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Gambar 2.3. Negara, Pasar dan Civil Society
State / Lembaga Pemerintahan

Resource :
Authority
Resource : Resource :
leaitimacv Goods &
Civil Society / Lembaga Asosiasi Market / Lembaga Ekonomi

D. RANGKUMAN

Berbasis alur dialektika yang telah dijelaskan diatas, perdebatan
berlanjut sampai titik dimana Negara yang acapkali bergandengan
dengan Pasar, menghegemoni rasionalitas manusia (masyarakat)
demi mengikuti subyektivitas mereka tentang arah kebijakan sosial.

E. DISKUSI

1. Bagaimana hubungan Negara sebagai regulator dengan
perusahaan dalam kaitannya dengan regulasi?

2. Bagaimana Negara melalui kekuatannya, mewajibkan produk CSR
dalam implementasi kebijakannya?

3. Apa saja regulasi CSR di Indonesia, dan bagaimana implemen-
tasinya di lapangan?

4. Bagaimana hubungan tripartit antara Negara, Perusahaan, dan
Masyarakat dalam konteks CSR?

35




F. REFERENSI

Habibullah, 2009, Kebijjakan Privatisasi BUMN. Relasi State, Market,
dan Civil Society. Malang: Averroes Press

Reno, R.R., R.B. Cialdini, dan C.A. Kallgren. 1993. The Transsituational
Influence of Social Norms. Journal of Personality and Social
Psychology.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2006. “Proper Sebagai
Instrumen Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan’.

36




BAB III
CSR DALAM PUSARAN
KORPORASI

"-—
\f | =
o

V

/



A. PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan
komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang
lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya
masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusaha-
an tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan
usahanya secara berkelanjutan. Sayangnya, masih ada perusahaan
yang mempersepsi CSR sebagai bagian dari biaya atau tindakan
reaktif untuk mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan.
Beberapa perusahaan memang mampu mengangkat status CSR ke
tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari
upaya brand building dan peningkatan corporate image. Namun
upaya-upaya CSR tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai
bagian dari perencanaan strategis perusahaan.

Masyarakat kini telah semakin well informed, dan kritis serta
mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yangg tengah
berkembang. Hal ini menuntut para pengusaha untuk menjalankan
usahanya dengan semakin bertanggung-jawab. Pengusaha tidak
hanya dituntut untuk memperoleh capital gain atau profit dari
kegiatan usahanya, melainkan mereka juga diminta utk
memberikan kontribusi baik materiil maupun spirituil kepada
masyarakat dan pemerintah sejalan dengan aturan.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konteks Komunikasi Korporasi dalam Praktik CSR
dan Masalah — masalahnya

2. Menjelaskan bagaimana posisi Komunikator yang baik dalam
praktik CSR

C. MATERI
Korporasi vs Masyarakat

Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat
persoalan kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem
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politik. Menurut pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti
komunitas lokal, masyarakat adat, dan buruh tidak mempunyai
kesempatan untuk menentukan pembangunan macam apa yang
dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan mereka,
pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok
masyarakat tersebut dan sering timpang dalam pembagian
keuntungan dan resiko. Jalan keluar yang diusulkan para aktivis
pembangunan adalah merubah skema pembangunan menjadi
memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi kepen-
tingannya. Kata kuncinya transparansi, partisipasi, dan penguatan
kelompok lemah. Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat
mekanisme untuk berkomunikasi dengan lebih banyak pihak dan
memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka.

Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat
agar dapat berpartisipasi dengan benar. Ketiga kata kunci diatas
pada akhirnya menjadi semacam prinsip yang dianggap seharusnya
ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat. CSR secara umum
merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap
pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak
ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.

Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada
tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang
pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang
melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk
meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan
risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan
usahanya. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada
awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang
sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang
bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai
kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi
perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Ter-
batas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung Jawab
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Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Ter-
batas.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah
mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan
lingkungan Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek
korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang
mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Kedua adalah
sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard
aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional
maupun lokal.

Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah
mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya
karena peluang sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku.
Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan
mereduksi arti CSR itu sendiri. Akibat kebijakan tersebut aktivitas
tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab
legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan
terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan
sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan
CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang
pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat
pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR
akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif
keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya (bergantung pada
core business-nya masing-masing) padahal melihat perkembangan
aktivitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin
sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan pemerintah.
Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi
seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan
kewajiban dan terkesan basa-basi (Akbar : 2007).

Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan
pemangku kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidak-
nya dalam dua decade belakangan. Gerakan sosial Indonesia,
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khususnya gerakan buruh dan lingkungan, telah menunjuk dengan
tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun, tanggapan positif
terhadapnya memang baru terjadi belakangan. Di masa lampau,
hampir selalu keluhan pada kinerja sosial dan lingkungan per-
usahaan akan membuat mereka yang menyatakannya berhadapan
dengan aparat keamanan. Walaupun kini hal tersebut belum
menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih
banyak terdengar. Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang
berkinerja buruk kini telah banyak tersedia. Gerakan sosial kita tidak
kurang memberikan tekanan kepada perusahaan berkinerja buruk.
Payahnya, banyak perusahaan juga yang mulai menyadari pen-
tingnya meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan ternyata tidak
mendapatkan insentif yang memadai dari berbagai pemangku
kepentingan. Bahkan mereka yang secara fundamental hendak
berubah malah menjadi sasaran tembak. Karena dianggap "melu-
nak", perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber uang
yang bisa diambil kapan saja melalui berbagai cara (Jalal : 2006).

Korporasi, Pemerintah, dan Implementasi ISO 26000

Dari antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat
pemerintah. Selain berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat
pusat, beberapa pemerintah kabupaten telah membuat berbagai
macam forum CSR. Regulasi hubungan industrial juga telah dibuat
di beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini cukup
menggembirakan karena menunjukkan tumbuhnya pemahaman
pemerintah atas potensi kemitraan pembangunan dengan per-
usahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah
sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan.
Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban
baru bagi perusahaan, alih-alih menjadi insentif bagi mereka yang
hendak meningkatkan kinerja CSR-nya.

Secara teoretis telah diungkapkan banyak pakar bahwa
pemerintah seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai
agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang
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tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya
berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan,
tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah
mencapainya. Di luar itu, pemerintah bias pula membantu
perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal
dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi,
menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan
lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang
dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk
bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak
mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang
dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk
menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 7rijple
Bottom Line atau Sustainability Reporting. Dari sisi ekonomi,
pesnggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi
sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan
biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi
lingkungan (Kemeneg LH : 2006).

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan
menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (external
drivers) dan dari dalam perusahaan (/nternal drivers). Termasuk
kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah
memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan
kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama
bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan
(stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab
perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community
development responsibility). Menuru Effendi (2007), ada empat
manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplemen-
tasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan
berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (/image) yang
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positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah
memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan
dapat mempertahankan sumber daya manusia (Auman resources)
yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan
pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision
making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk
management).

Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang
dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: Responsive CSR dan
Strategic CSR. Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh
melebihi harapan masyarakat, kepada peluang untuk memperoleh
manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan menuju penemuan
jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan
kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus responsif terhadap
pemangku kepentingan.

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi
dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial
yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan
dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk ber-
kompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial value chain,
yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas
normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif,
yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara
signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.

Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam
tiga kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama,
kemudian menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial
yang sama bisa masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung
unit bisnis, industri, dan tempatnya. Ketegangan yang sering terjadi
antara sebuah perusahaan dan komunitas atau masyarakat di
sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran terabai-
kannya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut.
Perubahan orientasi social politik di tanah air dapat memunculkan
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kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah adminis-
tratif dalam upaya menciptakan kembali akses mereka terhadap
sumber daya yang ada di wilayahnya.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan
kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masya-
rakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergan-
tungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik
keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip
berbagi keuntungan, yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan
kedua belah pihak. Saling ketergantungan antara sebuah per-
usahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, /nside-
out linkages, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap
masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini
perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas
produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia,
pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. Kedua,
outside-in-linkages, di mana kondisi sosial eksternal juga memeng-
aruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi
kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia-sumber daya
manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang
mengatur kompetisi-seperti kebijakan yang melindungi hak
kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi,
dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas permintaan
daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah
setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin (Daniri dan
Nurani : 2007).

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat
akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada
suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu
dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus
disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis
serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum, prinsip-prinsip
yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa
dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip
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ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-

masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah:

e Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk
mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya
tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

e Prinsip kejujuran.

e Prinsip keadilan.

e Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).

e Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan
internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu
menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik
pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan
nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan
menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah
tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlin-
dungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat
adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan
tradisi dan budaya lokal tersebut. Agar efektif CSR memerlukan
peran civil society yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah
dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu:

1. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis
yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas
lobby dan advokasi.

2. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas
dan membangun

3. institusi yang terkait dengan CSR

4. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan
berbagai elemen

5. dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mem-
promosikan dan

6. meningkatkan kualitas penerapan CSR
Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir

kepentingan semua stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah
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menjadi penting. Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh
soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu
pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan
ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu
ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas
bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar
perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus
melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.

Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu
organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya;
memberikan practical guidances’ yang berhubungan dengan
operasionalisasi tanggung jawab sosial; identifikasi dan pemilihan
stakeholders, mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai
tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi
dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan
atas konsumen dan 'stakeholders’lainnya; untuk menjadi konsisten
dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi
ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah
dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi;
dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung
jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai
tanggung jawab sosial (Indonesia Business Links : 2007).

ISO 26000 sebagai standar dari aktivitas CSR, sebagai sesuatu
yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang diambil dari
website resmi ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility,
memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja
ini akan menjadi trend yang naik daun di tahun 2009 dan harus
dihadapi dengan sungguh—sungguh, jika ingin tetap eksis dalam
dunia usaha di Indonesia. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai
rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip
pelaksanaan CSR di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah harus bisa bernegosiasi di level
internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke
pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini
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bisa dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan/
asistensi pada perusahaan yang belum/menjadi perusahaan publik
agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain
ISO. Misalnya dengan menciptakan/menerapkan standard nasional
CSR vyang lebih bottom-up atau insentif tertentu yang bisa
meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia.
Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan
bagi perusahaan.

Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di
perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan
dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat
dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis
antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2001, ISO-suatu lembaga internasional dalam
perumusan standar atau pedoman, menggagaskan perlunya
standar tanggungjawab sosial perusahaan (CSR standard). Setelah
mengalami diskusi panjang selama hampir 4 tahun tentang gagasan
ini, akhirnya Dewan managemen ISO menetapkan bahwa yang
diperlukan adalah Standar Tanggungjawab Sosial atau Socia/
Responcibility Standard (1ISO, 2005). CSR merupakan salah satu
bagian dari SR. Tidak hanya perusahaan yang perlu terpanggil
melakukan SR tetapi semua organisasi, termasuk pemerintah dan
LSM (Susanto : 2007).

Sejak Januari 2005 dibentuk kelompok kerja ISO 26000 untuk
merumuskan draft Standar SR. Definisi tanggungjawab Sosial—
Social Responsibility (SR), berdasarkan dokumen draf dokumen ISO
26000, adalah etika dan tindakan terkait tanggungjawab organisasi
yang mempertimbangkan dampak aktivitas organisasi pada
berbagai pihak dengan cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan
masyarakat. Social Responcibility (SR) merupakan kepedulian dan
tindakan managemen organisasi pada masyarakat dan lingkungan,
disamping harus mentaati aspel legal yang berlaku. ISO 26000
memberikan prinsip-prinsip dasar, isu-isu universal dan kerangka
pikir yang menjadi landasan umum bagi penyelenggaraan SR oleh
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setiap organisasi, tanpa membedakan ukuran dan jenis organisasi.
ISO 26000 tidak dimaksudkan untuk menjadi standar sistem
managemen dan tidak untuk sertifikasi perusahaan. ISO 26000 juga
tidak dimaksudkan untuk menggantikan consensus internasional
yang sudah ada, tetapi untuk melengkapi dan memperkuat berbagai
konsensus internasional, misalnya tentang lingkungan, hak asasi
manusia, pelindungan pekerja, MDGs, dan lain sebagainya (Susanto
: 2007).

Prinsip Penyelenggaraan SR antara lain terkait dengan pem-
bangungan berkelanjutan, penentuan dan pelipatan stakeholders;
komunikasi kebijakan kinerja SR; penghargaan terhadap nilai-nilai
universal, pengintegrasian SR dalam kegiatan normal organisasi.
Oleh karena itu, ada tujuh isu utama dalam perumusan ISO 26000
yaitu:

1) isu lingkungan,

2) isu hak asasi manusia,

3) isu praktek ketenaga-kerjaan,

4) isu pengelolaan organisasi,

5) isu praktik beroperasi yang adil,

6) isu hak dan perlindungan konsumen, dan
7) isu partisipasi masyarakat.

Dokumen Final ISO 26000 ini, dipublikasi pada awal tahun 2009.
Diharapkan keberadaan ISO 26000 akan berdampak positif pada
upaya percepatan penanggulangan masalah kemiskinan, masalah
pangan dan gizi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan
masalah kesejahteraan sosial. Penerapan CSR di perusahaan akan
menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaik-
kan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor,
pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih
mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial,
sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kom-
petitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerap-
kan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta
keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat. Memang saat ini
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belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan
praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak
kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR
tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka
memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang
mengurangi keuntungan. Praktik CSR akan berdampak positif jika
dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan
melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan
mendapat tempat di hati dan izin operasional dari masyarakat,
bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan
berkelanjutan.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat
diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti
sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam
sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama
bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar
kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan
dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh
memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepen-
tingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal
ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan
antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal
dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu
pemangku kepentingan internal (Susanto : 2003).

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia
usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab
sosial sejalan dengan operasi usahanya (Susanto : 2003). Pertama,
perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya
wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki
hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan
tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam
atau bahkan menghindari konflik sosial.
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Program vyang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam
kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia yang menurut
Wijanarko (2005) dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Public Relations

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas
tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
b. Strategi defensif

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan
negative komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan
perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari
anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk
merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan
menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.
c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

Sedangkan dalam melakukan program untuk kebutuhan
komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang
berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Menurut Wijanarko
(2005) program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat
dibagi dalam tiga kategori yaitu:
1. Community Relations

Yaitu kegiatan - kegiatan yang menyangkut pengembangan
kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak
yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung meng-
arah pada bentukbentuk kedermawanan (charity) perusahaan.
2. Community Services

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepen-
tingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini
adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan
pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan
perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah
tersebut.
3. Community Empowering

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan
akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang keman-

50




diriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang
secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata
pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata
sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini,
sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan
nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan
menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah
tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam
rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan
jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi
perusahaan tersebut dengan menyusun program-program
pengembangan masyarakat sekitarnya.

Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku
yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta
adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan
untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemung-
kinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus
dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dengan diluncurkannya /SO
26000 :2010 Guidance on Social Responsibility, sehingga tuntutan
dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR
dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan
dari perusahaan tersebut. CSR akan menjadi strategi bisnis yang
inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya
saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau
citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan
kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di
lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk
membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan
etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang.
Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus
menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu
ekosistem yang menguntungkan semua pihak (frue win win
situation) — konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah
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lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang
pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara
tidak langsung.

Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan
puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin
selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan
memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi
tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika
orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan
pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham
tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR
hanya sekadar kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk
hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah
menjadikan Indonesia sebagai Negara ideal bagi korporasi yang
memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting,
Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan
tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan
komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai
keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komit-
men yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak
yang peduli terhadap program-program CSR.

Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia
untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan
umat manusia di masa datang. Sebagai contoh, terdapat sebuah
perusahaan di Indonesia yang menjalankan strategi bisnis dengan
konsep 3 P yaitu Profit, memastikan bahwa tetap mampu memenuhi
permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya murah sebagai sebuah
perusahaan internasional yang kompetitif. Konsep kedua vyaitu
Planet, memastikan bahwa pelaksanaan usaha tetap melindungi
keanekaragaman hayati dan mengurangi penurunan kualitas
lingkungan. Konsep ketiga People dengan meyediakan kesempatan
untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan serta menjadi
tempat untuk pilihan pekerjaan. Perusahaan tersebut memiliki 6
konsep srategi pelaksanaan CSR vyaitu environment, community
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empowerment, improving workplace,volunterism, stakeholders
engagement dan transparency (Libat
http://www.csrindonesia.com).

Penerapan CSR dimulai pada tahun 1993 dimana pelaksanaan
program CD dijalankan oleh Public Relations dengan kegiatan yang
bersifat insidental dan kedermawanan. Pada Juli 1999 hingga 2005
kegiatan CD lebih mengarah ke penguatan komunitas di bawah
Departemen Community Development yang kemudian didirikan
Community Development Foundation. Pada November 2005 CSR
Department terbentuk dan pada tahun 2007 dibentuk Sustainability
Director dan menandatangani 7he Global Compact untuk men-
dukung terwujudnya tujuan-tujuan Millenium Development Goals
(MDGsSs).

Perusahaan tersebut menyimpulkan bahwa melaksanakan bisnis
di Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama untuk
perusahaan extractive. Bisnis bukan hanya dilaksanakan beyond
compliance tapi harus juga melibatkan stakeholder (stakeholders
engagement). Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menjalan-
kan usaha dengan mengutamakan prinsip-prinsip sustainable
management, Socio-economic contribution dan conservation and
environmental responsibility. CSR sebagai core competency
dilakukan sebagai sebuah nilai yang dilakukan oleh semua. Salah
satu yang dilakukan perusahaan tersebut adalah melakukan
collaborative effort dengan LSM sebagai usaha untuk mengelola
konflik dan isu sosial serta ekonomi yang merupakan tiket untuk
melakukan bisnis sehingga bisa menjanjikan bisnis yang ber-
kelanjutan. Secara singkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung
jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep
yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial
secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, ling-
kungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program charity dan
community development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR
(Wijanarko : 2006).
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Dalam praktiknya, memang charity dan community develop-
ment dikenal lebih dahulu terkait interaksi perusahaan dengan
lingkungan sekitarnya. Serta, kebutuhan perusahaan untuk lebih
dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih jauh CSR dapat
dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan
memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku,
bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal
dan eksternal yang lebih luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka
panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan.

D. RANGKUMAN

Memang ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap
ketentuan dan pelaksanaan CSR. Dari sisi pendekatan, misalnya,
ada community based development project yang lebih menge-
depankan pembangunan keterampilan dan kemampuan kelompok
masyarakat. Ada pula yang fokus pada penyediaan kebutuhan
sarana. Dan, yang paling umum adalah memberikan bantuan sosial
secara langsung maupun tidak langsung guna membantu perbaikan
kesejahteraan masyarakat, baik karena eksternalitas negatif yang
ditimbulkan sendiri maupun yang bertujuan sebagai sumbangan
sosial semata.

E. DISKUSI

1. Bagaimana implementasi aktivitas CSR jika dikaitkan dengan
ISO 26000:20107?

2. Bagaimana relasi masyarakat dengan korporasi dalam frame
CSR?

3. Sejauh mana Community Development dapat dikatakan
menunjang CSR itu sendiri?

F. REFERENSI
Effendi, Arief, M. 2009. 7he Power of Good Corporate Governance:
Teori dan Implementasi. Salemba Empat: Jakarta
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BAB IV
MENGAPA PUBLIC
RELATIONS?
PERSIMPANGAN DALAM CSR




A. PENDAHULUAN

Saat berbicara soal CSR, mau tidak mau, seorang Public
Relations (PR) harus mau turun tangan demi kesuksesan program
CSR itu sendiri. Lantas apa hubungan CSR dan seorang Public
Relations itu sendiri?

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah membaca bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan Posisi PR dalam Aktivitas CSR

2. Menganalisis Peran PR dan titik sentralitasnya dalam kegiatan
Komunikasi CSR

3. Mengaplikasikan langkah — langkah strategis Komunikasi dalam
menyelesaikan persoalan CSR.

C. MATERI

Public Relations harus dimaknai sebagai jembatan antara
korporasi dengan masyarakat dalam aktivitas CSR itu sendiri.
Banyak Public Relationsyang pada akhirnya gagal berfungsi sebagai
jembatan maupun decision maker dalam aktivitas CSR itu sendiri
karena Public Relations tersebut masih terjebak dengan konsep CSR
yang terintegrasi dengan marketing.  Public Relations masih
menganggap CSR sebagai bentuk soft marketing, sekedar tali asih,
dan “dana pemeliharaan” bagi wartawan — wartawan. Selama
konsep CSR dalam benak seorang Public Relations masih seperti
demikian, dapat dipastikan, CSR tersebut menyimpang dari konsep
awal, dan malah menjadikan korporasi sapi perahan bagi kelompok
— kelompok yang aji mumpung dengan adanya kewajiban CSR.

IPRA (International Public Relations Association) dalam
artikelnya Bulan Oktober 2013 menegaskan bahwa seorang Public
Relations harus dapat dengan cermat melakukan riset awal sebelum
menginisiasi kegiatan CSR. Mengapa kecermatan ini menjadi
sesuatu yang critical dalam aktivitas CSR yang dilakukan seorang
Public Relations? Ini tidak bisa dilepaskan bahwa, secara tidak
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langsung, kegiatan CSR berkaitan dengan citra dari perusahan itu
sendiri.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan tissue yang memiliki pabrik
di tengah — tengah perkampungan masyarakat akan melakukan
kegiatan CSR bernuansakan pendidikan dengan mengadakan
bimbel gratis setiap sore. Tentunya secara teori akan meningkatkan
awareness dari masyarakat tersebut akan adanya tissue tersebut.
Tidak serta aktivitas CSR tersebut meningkatkan demand akan
Tissue tersebut di kalangan masyarakat sekitar, namun aktivitas
tersebut akan membuat citra brand Tissue tersebut peduli akan
pendidikan, yang akan menjadi news value tersendiri dalam
kegiatan Media Relations. Jika seorang Public Relations tidak
melakukan riset terlebih dahulu atas kelompok — kelompok komuni-
kan dari CSR tersebut, tentunya akan menghambat kegiatan CSR
itu sendiri. Mulai dari kesalahan penyediaan sumber daya karena
kalkulasi yang salah. Atau bisa jadi salah sasaran kelompok
komunikan, karena ternyata masyarakat di sekitar pabrik terlalu
sedikit (kurang dari 10%) anak usia sekolah.

Sejarah Public Relations

Praktisi Public Relations melahirkan sebuah ferm akan perilaku
publisitas korporasi dengan Public Relations pada tahun 1807 di
Amerika Serikat. Pada perkembangan selanjutnya, konsep Public
Relations di Amerika Serikat dimulai sekitar tahun 1900 an yang
dipelopori oleh Ivy Lee dengan “The Declaration of Principles”.
Selanjutnya, Ivy Lee oleh para praktisi PR dianggap sebagai " the
father of Public Relations" karena deklarasi asasnya itu, meskipun
demikian, konsep Public Relations di Amerika sudah ada sejak
tahun 1850 (Broom: 2000, 102).

Public menurut Saputra dan Nasrullah (2011: 5 - 6) adalah
Sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang
sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Sedangkan
pengertian Relations adalah hubungan timbal balik atav two
way communications. Maka untuk menciptakan komunikasi yang
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baik seharusnya tercipta juga komunikasi dua arah yang dapat
memberikan makna pesan yang terkandung untuk suatu tujuan
tertentu yang memiliki satu pemikiran.

Banyak definisi yang disampaikan para ahli dalam menjelaskan
apa itu Public Relations. Menurut Cutlip, Center dan Glen Broom,
2006 dalam bukunya Effective Public Relations edisi9 bahwa definisi
dari Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun
dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat
antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan
atau kegagalan organisasi tersebut.

Sedangkan Frank Jefkins (2007) menjelaskan bahwa Public
Relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu
kedalam maupun keluar, antara satu organisasi dengan semua
khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang
berlandaskan pada saling pengertian.

Fungsi - fungsi Public Relations menurut Cutlip & Center (2009)
adalah sebagai berikut:

1. Counselling, konseling atau konsultasi untuk para karyawan dan
manajemen.

2. Research, melakukan riset untuk mengevaluasi fungsi, tugas,
dan peran yang selama ini di lakukan.

3. Media Relations, membina hubungan singkat dengan
wartawan dari berbagai media.

4. Publicity, melakukan publikasi untuk setiap acara kegiatan yang

di lakukan PR.

5. Employee Relations, melakukan hubungan dengan karyawan

6. Community Relations, membina hubungan dengan masyarakat
sekitar.

7. Public Affair, membina hubungan baik dengan semua public
perusahaan baik internal maupun eksternal.

8. Government Aftair, membina hubungan baik dengan politik dan
birokrat.

9. Issue Management, melakukan manajemen isu baik kecil
maupun isu besar.
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10.

Financial Relations, membina hubungan baik dengan pemegang
saham.
International Public Relations Associations (IPRA) pada 1981

menuturkan fungsi yang kurang lebih senada yakni fungsi Public
Relations masa kini meliputi 15 fungsi yaitu :

1.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Memberikan konseling yang didasari pemahaman masalah
perilaku manusia

Membuat analisa "trend' masa depan dan ramalan akan akibat-
akibatnya bagi institusi

Melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyarakat
terhadap institusi dan memberi saran tindakan - tindakan yang
diperlukan

Menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandas-
kan kebenaran informasi yang utuh

Mencegah konflik dan salah pengertian

Meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab
sosial

Melakukan penyerasian kepantingan institusi terhadap
kepentingan umum

Meningkatkan iktikad baik institusi terhadap anggota , pemasok
dan konsumen

Memperbaiki hubungan industrial

Menarik tenaga kerja yang baik agar menjadi anggota dan
mengurangi keinginan anggota untuk ke luar dari institusi
Memasyarakatkan produk atau layanan

Mengusahakan perolehan laba yang maksimal

Menciptakan jati diri institusi

Memupuk minat mengenai masalah- masalah nasional maupun
internasional

Meningkatkan pengertian mengenai demokrasi.

Public Relations dalam Dinamika Korporasi dan Komunikasi

Tak jarang kita mendapatkan informasi maupun pemberitaan

media mengenai kasus-kasus yang terjadi di internal maupun
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ekstenal perusahaan seperti gagalnya perusahaan melakukan IPO,
tudingan pencemaran lingkungan, demo buruh menuntut kenaikan
gaji, atau bahkan perusahaan yang sebelumnya berperforma baik
secara finansial secara mengagetkan diberitakan digugat pailit. Saat
masalah sedang menimpa perusahaan, maka seketika Public
Relations muncul dan berfungsi sebagai problem solver. Dalam
konteks ini, PR tak ubahnya seperti pemadam kebakaran saja,
hanya diperlukan ketika ada masalah sedang terjadi.

Dari pengalaman penulis mencermati dan mengobservasi peran
dan fungsi PR di sebagian besar perusahaan di Indonesia, PR masih
diletakkan sebagai communication technician yang hanya berfokus
pada publicity dan media relations, bahkan masih dibebankan ekstra
urusan — urusan administratif. Pemahaman manajemen yang masih
rendah tentang PR sering menjadi kendala bagi para praktisi dalam
menjalankan fungsinya khususnya ketika dihadapkan pada berbagai
permasalahan organisasi.

Dalam berbagai definisi PR, yang perlu ditekankan bahwa PR
adalah fungsi manajemen bukan adminsitratif. Posisi PR sebagai
koalisi dominan yang duduk di leher struktur yang bertindak sebagai
fungsi manajemen sehingga kurang tepat jika PR hanya didudukkan
sebagai bagian dari marketing, SDM, atau jika kita lihat di
pemerintah tidak kurang PR atau Humas hanyalah bagian dari seksi.
Dalam hal penempatan PR ada beberapa klasifikasi penempatan
dan pemanfaatan PR pada sebuah korporasi.

Beberapa perusahaan menempatkan Public Relations pada
hirarki tinggi dalam perusahaan, yang mempunyai garis pelaporan
langsung kepada pimpinan atau kepala administrasi. Beberapa
menempatkan fungsi Public Relations pada posisi yang lebih rendah,
memiliki hubungan pelaporan dengan bagian pemasaran, per-
sonalia, legal atau pengambil keputusan lain di tingkat yang lebih
tinggi.

Beberapa organisasi menempatkan Public Relations pada unit
tersendiri sementara itu ada beberapa organisasi yang menem-
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patkan Public Relations pada beberapa unit dalam departemen di
organisasi.

Beberapa organisasi menggunakan konsultan dari luar organi-
sasi/perusahaan, beberapa menggunakan Public Relations dari
internal perusahaan bahkan ada yang menggabungkan keduanya
(Grunig,1992;396)

Banyak PR masih dihadapkan dengan kewajiban menjalankan
fungsi — fungsi purchasing, corong manajemen, dan tak lebih dari
sebuah teknisi komunikasi yang tidak diberikan akses terhadap
pengambilan keputusan — keputusan strategis. Contoh nyata dalam
hal pengadaan kaus dalam kegiatan CSR, seorang PR yang
harusnya hanya menentukan konsep kaus yang akan dikenakan
sebagai identifikasi kegiatan CSR, masih harus direpotkan dengan
fungsi purchasing yang masih mengatur bahan kaus, menyiapkan
penawaran, melakukan penawaran harga, bahkan masih mengurusi
retur bila kaus tersebut tidak layak pakai. Ini jelas bukan fungsi PR.
Salah kaprah manajemen perusahaan masih menganggap PR fungsi
yang tidak bekerja apa — apa ini yang masih menghambat PR dalam
dinamika korporasi saat ini.

Seorang PR bukanlah pemadam kebakaran yang duduk manis
tidak ada fungsinya bila tidak ada masalah. Bila seorang PR masih
diasumsikan pemadam kebakaran, tak ayal beban - beban
pekerjaan “aneh — aneh” non PR dibebankan kepada PR, karena
dianggap tidak memiliki pekerjaan. Seorang PR seharusnya
diberikan akses khusus pengambilan kebijakan strategis
komunikasi. Peran dan kontribusi Public Relations dalam strategic
management dengan menciptakan scenario planning melalui tiga
kegiatan yaitu /ssues management, environmental scanning, dan
strategic conversation. Perencanaan strategis Public Relations
berlandaskan pada Forecast masa depan dapat membantu
organisasi dalam memahami lingkungannya dan manajemen dapat
mengembangkan keputusan-keputusan strategis berdasarkan
alternatif outlook yang diberikan oleh seorang PR.
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Dalam konteks ini Public Relations berperan secara strategis
dalam keputusan di tingkat makro organisasi dan strategi
komunikasi berproses dan berintergrasi secara sinergis pada level
strategic management mulai dari strategi dan kebijakan di tingkat
enterprise, korporat, unit bisnis, fungsional hingga strategi di
tingkat operasional. Contoh dari aplikasi ini adalah bagaimana
seorang PR diberikan akses untuk merencanakan kegiatan CSR
dengan keleluasaan akses komunikasi kepada Direksi untuk
mengajak para Komisaris terjun langsung dalam kegiatan CSR
penanaman hutan mangrove. PR tidak dibebankan tugas — tugas
harga berapa bibit mangrovenya, tetapi PR menjalankan fungsi
menggunakan publikasi apa kegiatan tersebut, siapa sasarannya,
dan siapa saja direksi dan komisaris yang akan terlibat dalam
kegiatan CSR tersebut.

Kompetensi PR dan Relevansinya
Onong (1991) menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang PR
hendaknya memiliki kompetensi:
1. Teori PR dan komunikasi untuk mendukung praktek PR
2. Kemampuan menganalisis dan merencanakan
3. Kemampuan teknis dan komunikasi
4. Pemahaman sosial, politik, etis dan hubungannya dengan
program
5. Pemahaman tentang proses dan aplikasi dunia industri
Kompetensi dasar tersebut harus ditunjang keterampilan
seperti:
a. Kemampuan vokasional seperti riset, menulis, men-
dengarkan, presentasi,dll
b. Memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain:
interpersonal skills, networking, mendengar
¢. Kemampuan profesional: paham mengenai perencanaan
dan taat deadline
d. Memiliki perspektif etika
e. Mengerti teknologi yang dapat digunakan sebagai tools
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f. Harus memiliki kemauan belajar tinggi (/ife long learning)
g. Being thinkers: kemampuan analisis, kritis, strategis,
evaluatif, kreatif dan lateral

Komunikasi Kelompok, Kunci Kesuksesan Aktivitas Public
Relations

Memahami aktivitas Public Relations yang berkait dengan CSR
tidak dapat dilepaskan dari kelompok — kelompok masyarakat itu
sendiri. Dalam riset — riset yang dilakukan Psikologi modern seperti
Muzafer Sherif, Kurt Lewin, dan Sosiolog Paul Lazarsfeld
menyimpulkan bahwa kelompok — kelompok (masyarakat) memiliki
dinamika dan karakteristik yang harus dipahami oleh seorang Public
Relations (Severin dan Tankard : 2005,219).

Kunci pertama dalam memahami Komunikasi Kelompok tersebut
adalah mengidentifikasi kelompok — kelompok masyarakat tersebut.
Mengapa identifikasi tersebut menjadi penting? Reno, Cialdini, dan
Kallgren (1993) menjelaskan bahwa setiap kelompok tersebut
memiliki norma sosial (social norms) atau aturan — aturan dan
standar bersama yang berbeda — beda. Aturan — aturan yang terdiri
atas deskripsi dan perintah tersebut bersifat mengikat dalam
kelompok — kelompok tersebut. Dengan mampu mengidentifikasi
kelompok — kelompok tersebut, seorang Public Relations akan
mampu mengidentifikasi pula norma — norma sosial yang berlaku
dalam kelompok masyarakat, yang tentunya akan berdampak pada
kebijakan — kebijakan yang berbeda pula antar kelompok yang akan
diambil oleh seorang Public Relations.
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Gambar 4.1. Pola Identifikasi Kelompok

Identifikasi
Kelompok

PR Treatment

Identifikasi
Norma Sosial

Berikut adalah klasifikasi dasar kelompok yang harus mampu

diidentifikasi oleh seorang Public Relations.
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Kelompok Primer (primary group)

Merupakan kelompok (dua orang atau lebih) yang melibatkan
perkumpulan yang masing — masing anggotanya bertemu
secara langsung dengan akrab dalam jangka waktu yang cukup
lama. Sebagai contoh dari klasifikasi kelompok primer adalah
keluarga, kelompok kerja (pokja), kelompok persaudaraan
(fraternity), dan unit — unit basis militer.

Kelompok Acuan (reference group)

Merupakan kelompok yang diidentifikasi dan digunakan sebagai
acuan, namun tidak selalu mereka menjadi anggota (bagian)
dari kelompok tersebut. Sebagai contoh dari klasifikasi kelom-
pok acuan adalah fans dari K-Pop Korea yang mereka bukan
bagian dari anggota boyband dan girlband tersebut, namun




mereka mengenakan atribut — atribut, identitas, dan meniru
gaya berpakaian, cara berjalan, cara menari, dan lain — lain dari
kelompok acuan mereka, K-Pop Korea tersebut.
c. Kelompok Kasual (casual group)

Merupakan kelompok yang terbentuk satu kali saja (insidentil),
dan pada umumnya anggota kelompok tidak saling mengenal
satu dengan lainnya, sebelum mereka berkumpul. Contoh dari
kelompok ini adalah para penumpang kereta api Sancaka Pag;i,
penonton konser musik Jazz, dan pengunjung /ate night
shopping di pusat perbelanjaan.

Dengan mampu mengidetifikasi kelompok dari khalayaknya,
seorang Public Relations diharapkan mengidentifikasi norma yang
berlaku dari masing — masing kelompok, yang tentunya berbeda
karakteristiknya. Dengan mampu mengidentifikasi norma dan
karakteristik kelompok, seorang Public Relations akan mampu
menghasilkan PR Treatment yang tepat pula. Tidak semua PR
treatment diselesaikan secara /nstant dengan CSR, sekalipun CSR
bagian dari PR treatment. Perlakuan khalayak kelompok per-
saudaraan Masyarakat Kendeng di kawasan Samin, tentu berbeda
norma dan tentunya Treatment dibandingkan dengan kerumunan
peserta Demo Masak Produk panci terbaru di Alun — Alun
Bojonegoro.

Problematika terbesar dalam dinamika komunikasi kelompok
yang dihadapi seorang Public Relations adalah bagaimana
penciptaan makna yang efektif dan efisien secara biaya. Beragam
buku teks komunikasi menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan
makna, utamanya dalam dinamika komunikasi kelompok diawali
dengan mengukur sejauh mana khalayak melek media (media
literacy), dalam nantinya menentukan saluran mana yang akan
digunakan dalam proses komunikasi. Pengukuran dalam melek
media ini perlu dilakukan seorang Public Relations dengan meng-
gunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
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Jika tidak dimungkinkan untuk menggunakan tenaga alih daya
(outsourcing), seorang Public Relations dapat menggunakan
instrumen FGD (Focus Group Discussion) atau pengamatan/ obser-
vasi sederhana pada budaya konsumsi media masyarakat tersebut.
Masyarakat rural yang ditengah — tengahnya terdapat perusahaan
tambang tentunya akan memiliki pola konsumsi media yang
berbeda dengan masyarakat urban yang ditengah — tengahnya
terdapat perusahaan tambang. Sekalipun perusahaan yang sama,
manajemen yang sama, dan problematika yang sama, dengan
kelompok komunikan yang berbeda, akan membutuhkan saluran
komunikasi yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan semen di
Gresik yang kelompok masyarakatnya sudah diklasifikasikan urban
akan menggunakan saluran — saluran komunikasi Koran, televisi
lokal, dan situs berita online akan lebih efektif dan efisien dalam
menyampaikan pesan dan kegiatan CSR. Akan berbeda dengan
perusahaan semen di Bolaang Mongondouw, yang masih diklasifi-
kasikan kelompok masyarakat rural dalam mengidentifikasi saluran
komunikasinya. Baliho, radio, peran pemuka agama dan masyarakat
akan menjadi efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dan
kegiatan CSR. Bayangkan, jika seorang PR hanya tinggal mengcopy
paste prosedur yang sama dari yang dilakukan Public Relations
Gresik. Siapa yang akan membaca berita sosialisasi CSR yang
dilakukan perusahaan di Bolaang Mongondow, sedangkan penetrasi
broadband sebagai infrastruktur dasar dalam media online kurang
dari 20%. Tentunya hal ini inefisien dalam proses kehumasan.
Demikian pula sebaliknya, penggunaan radio dalam menyampaikan
pesan CSR di Gresik akan tidak seefektif melalui Televisi.

D. RANGKUMAN

Kejelian seorang Public Relations menentukan saluran — saluran
komunikasi dalam CSR akan berdampak pula terhadap seberapa
sukseskah kegiatan CSR dan kehumasan secara umum. Sebagai
kegiatan yang saling berkait, mulai dari identifikasi kelompok
masyarakat, hingga menentukan saluran — saluran komunikasi,
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tidak dapat dipisahkan sebagai mata rantai yang berkait dalam
kesuksesan Public Relations itu sendiri.

E. DISKUSI

1. Apakah CSR dan Public Relations dapat dintegrasikan menjadi
satu aktivitas yang terukur dan terarah?

2. Seberapa efektifkah teori — teori  komunikasi kelompok
menunjang kegiatan CSR?

3. Bagaimana seorang Public Relations dikatakan berhasil dalam
kegiatan CSR?
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BAB V
CSR, PR, DAN MEDIA
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A. PENDAHULUAN

Memperbincangkan Public Relations sangat erat kaitannya
dengan media, sebagai saluran dari Public Relations itu sendiri.
Seorang praktisi PR harus mampu mempublikasikan kegiatan CSR
itu secara tepat dan efisien di tangan media.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Peranan Praktisi PR dalam aktivitas Media Relations
Mengaplikasikan PR Writing dalam kasus CSR Perusahaan.

C. MATERI
Media Relations : Tantangan Praktisi PR

Dalam beberapa kesempatan, penulis menemui beberapa
praktisi PR masih kebingungan menghadapi media yang mem-
beritakan aktivitasnya secara negatif. Kegagapan Public Relations
ini tidak bisa dilepaskan dari kurang eratnya hubungan antara media
dengan praktisi PR itu sendiri.

Pada hakikatnya, Media Relations merupakan bagian dari
External Public Relations yang membina dan mengembangkan
hubungan baik dengan media massa sebagai saluran komunikasi
antara organisasi (korporasi) dengan publik untuk mencapai
communications satisfied. =~ Sehingga secara sederhana Media
Relations disimpulkan sebagai relasi (networking) yang dibangun
dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna
meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya sasaran
komunikasi yang sebelumnya direncanakan oleh seorang Public
Relations.

Saat para PR cenderung menjaga jarak dengan jurnalis, praktisi
PR itu sendiri yang akan kesulitan melakukan publikasi atas
kegiatan—kegiatan, utamanya kegiatan CSR yang dilakukan oleh
korporasinya sendiri. Jurnalis pun merasa PR dari korporasi tersebut
tidak perlu diliput, sehingga justru merugikan PR tersebut secara
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personal, dan korporasi itu sendiri saat akan mempublikasikan
kegiatan.

Penyusunan aktivitas Media Relations pun harus direncanakan
dengan matang dan bertahap oleh seorang Public Relations,
utamanya bagi seorang Public Relations dari korporasi yang relatif
baru. Aktivitas Media Relations tersebut bisa dibalut dengan aktivi-
tas yang dapat dikerjakan secara bersama — sama. Sebagai contoh,
saat akan melakukan pemasangan iklan, bila memungkinkan
seorang Public Relations juga melakukan Media Visit, sehingga
sambil melakukan pemasangan iklan, relasi antara PR dan media
akan terbentuk.

Aktivitas lain yang dapat mempererat hubungan dalam konteks
media relations adalah Gathering ataupun semacam just take a
coffee bersama rekan — rekan jurnalis yang dibalut dengan buka
bersama bila mendapatkan momen bulan Ramadan, /aunching
produk/ varian baru, ataupun gathering lainnya. Aktivitas ini akan
memudahkan seorang Public Relations mengenal dan menjalin
relasi secara khusus dengan para jurnalis.

Jurnalis seringkali melontarkan bahwa para Public Relations
mengundang mereka justru tidak mengenal kebiasaan — kebiasaan
para jurnalis. Media surat kabar yang terbit harian, cenderung
dikejar deadline pukul 17.00, sehingga Public Relations diharapkan
tidak mengusik ketentraman para jurnalis yang sedang berjibaku
dengan deadline media tersebut. Seorang Public Relations yang
memiliki hubungan baik dengan media akan sangat mengenal
kebiasaan — kebiasaan ini, sehingga dalam aplikasi media relations
hal — hal sepele semacam ini tidak dilakukan oleh seorang PR.

Memilih Media yang Tepat sebagai Saluran Komunikasi
Dalam aktivitas media relations, CSR perlu mendapatkan
publikasi dengan penekanan khusus. Hal ini disebabkan, pada
umumnya perusahaan pelaksana kegiatan CSR membutuhkan
dukungan media massa dalam penyaluran pesan komunikasi.
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Selain itu, media relations itu sendiri sebagai aktivitas memiliki
tujuan sebagai berikut:

a)

b)

c)
d)

e)

Memperoleh publisitas seluas mungkin tentang kegiatan CSR
yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menimbulkan citra
positif korporasi dari publik.

Memperoleh ruang dalam pemberitaaan media yang obyektif,
wajar, dan berimbang dalam pemberitaan, utamanya fone
positif dalam aktivitas korporasi lainnya.

Memperoleh umpan balik mengenai upaya dan kegiatan CSR
yang telah korporasi lakukan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi direksi untuk keperluan
pengambilan keputusan.

Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkesinambungan
antara media (jurnalis) dengan perusahaan (PR).

Dalam menyusun perencanaan tersebut, seorang PR dapat

mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1.
2.
3.

v

D.

Dimana posisi perusahaan saat ini?

Siapa khalayak sasaran publikasi?

Apa yang perusahaan inginkan, atau apa yang ingin disasar
manajemen?

Bagaimana mencapai tujuan itu?

Strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?

Bagaimana Public Relations dan manajemen perusahaan akan
mengevaluasinya?

RANGKUMAN
Perencanaan dalam penentuan media untuk aktivitas media

relations biasanya memperhitungkan aktivitas yang akan dilakukan
dan sumber daya finansial perusahaan. Berapa besar budget yang
diplot oleh perusahaan untuk ativitas publikasi ini? Serta seberapa
luas publikasi yang akan disasar oleh perusahaan.

DISKUSI

1. Apa peran Medlia Relations dalam aktivitas CSR?
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2. Bagaimana langkah — langkah penyusunan perencanaan Media
Relations?

3. Apa yang harus diperhatikan seorang praktisi PR dalam
melakukan Aktivitas Media Relations?

4. Buatlah sebuah perencanaan publikasi kegiatan CSR bertajuk
Donor darah dalam rangka HUT perusahaan anda, lalu
analisislah aspek — aspek media relationsnya! Analisislah SWOT
nya, dan susun kemungkinan angl/e berita untuk publikasi.
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BAB VI
KRITIK ATAS KEGIATAN CSR
ALA PR
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A. PENDAHULUAN

CSR sebagai sebuah diskursus seringkali dibawa keranah
keilmuan yang positivistik. Cukup sedikit diskusi — diskusi akademik
yang benuansa kritik mengenai hubungan kegiatan CSR dengan
perilaku kehumasan itu sendiri. Dalam bab ini, akan dibahas
beberapa kritik atas kegiatan CSR yang dikelola oleh PR itu sendiri.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kelemahan aktivitas CSR

2. Merancang pendekatan Community Relations yang humanis dan
memperbaiki pola — pola perencanaan CSR

C. MATERI
Donasi Minimarket : Kebijakan PR Ritel pada Konsumen?

Minimarket, di awal tahun 2000 lahir di beberapa daerah
perkotaan yang menyebar di daerah — daerah perumahan kelas
menengah. Minimarket menghadirkan konsep kedekatan dan
kemudahan dalam mencari barang yang dicari oleh konsumen.
Beberapa brand minimarket yang menjamur dai Indonesia saat ini
antara lain Group Lawson dengan Alfamart, Alfamidi, Alfa Express,
dan Lawson Mart nya, lalu Indomaret, dan Yomart. Ada anekdot
yang berkembang di masyarakat, Indomaret dan Alfamart itu
seperti pasangan suami istri yang tak bisa dipisahkan, dimana ada
Indomaret, disitu ada Alfamart disamping, didepan, atau jarak 10
meter. Anekdot tersebut muncul di era 2010 an, sebagai respon
agresifnya bisnis ritel minimarket tersebut masuk hingga kampung
— kampung dan desa — desa. Tak ayal toko — toko dan warung —
warung kecil berguguran.

Negara yang pertama kali memperkenalkan minimarket adalah
Amerika Serikat. Tak lama setelah lahir, konsep minimarket ini
berkembang ke Eropa, Asia, dan hingga ke seluruh penjuru dunia.
Di Asia, minimarket berkembang setelah perang dunia II. Negara
yang memulainya Jepang, kemudian diikuti oleh Korea Selatan,
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Taiwan, dan Hongkong. Sekitar tahun 1970-an, mini market
merambah ke pasar Asia Tenggara sampai ke Bangkok, Singapura,
dan Indonesia. Diawali dari Jakarta hingga menyebar keseluruh
penjuru tanah air.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Media Data - APRINDO
dalam rentang waktu 2004 s.d 2008 konsep minimarket memiliki
rata-rata pertumbuhan furnover yang tinggi yaitu sebesar 38% per
tahun dibandingkan konsep ritel lainnya. Tingginya pertumbuhan di
segment minimarket, ditandai dengan semakin ketatnya persaingan
dalam ekspansi atau penambahan jumlah gerai dari dua pemain
besar di dalamnya yaitu Indomaret dan Alfamart.

Lalu, sadarkah selama ini ada sebuah perilaku CSR yang
dipaksakan oleh pebisnis minimarket ini? Sementara kita asyik
memilih dan berbelanja di rak — rak mini market, tak sadar ada
sebuah digit angka — angka aneh di rak — rak tersebut. Angka
12.900, lalu angka 11.200, dan angka 79700. Angka — angka yang
membuat kita membayar pasti ada kembalian dalam bentuk uang
receh yang seringkali susah didapatkan.

Ambillah contoh anda ingin membeli sebotol air mineral 600 ml
seharga Rp.2.900,- tentunya anda memberikan uang sebesar
Rp.3.000,- atau nominal lain dalam bentuk bulat. Anda akan
“dipaksa” secara halus oleh para kasir dengan ucapan : “Kembalian-
nya seratus rupiah didonasikan ya kakak?” Banyak yang tak ambil
pusing dengan “toh Cuma seratus Rupiah”, perkara yang bagi
banyak orang sepele ini nyatanya tidak sesepele pikiran tersebut.
Benar, donasi tersebut disampaikan dan dipertanggung jawabkan
oleh jaringan minimarket tersebut melalui poster yang ditempel di
kaca — kaca minimarket tersebut. Namun, sadarkah anda ini cara
cerdas PR jaringan ritel tersebut mengadakan kegiatan CSR tanpa
mengeluarkan budget dari perusahaan?

Asumsikan, anda melakukan donasi tersebut seratus rupiah
selama dua puluh kali dalam sebulan, itu artinya anda setiap bulan
ikut menyuplai dana CSR untuk jaringan ritel tersebut sebesar
Rp.20.000,-. Anda yang melakukan donasi, namun siapa yang
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mendapatkan citra? Tentunya ya jaringan ritel tersebut. PR tak perlu
susah — susah memohon dana khusus CSR kepada Finance ritel
tersebut. Plus brand awareness terhadap ritel tersebut meningkat.
Balutan nama program seperti Abcdemart Peduli Kasih, Iyuiopmart
Bebas Katarak, dan beragam nama program CSR yang jelas — jelas
mendompleng dari uang konsumen.

Lantas apakah salah program CSR ini? Tidak ada yang salah,
selama PR tersebut berkomitmen teguh menjaga etika PR-nya. PR
harus menggembleng semua kasir di jaringan ritelnya untuk tidak
mengucapkan kalimat paksaan halus untuk berdonasi di kasir.
Cukup dengan poster besar dan mencolok di dekat kasir, atau
dengan publikasi lain yang sifatnya mengajak. Unsur kerelaan inilah
yang perlu ditekankan oleh seorang PR kepada seluruh kasir
jaringan ritelnya. Jangan sampai kesan memaksa yang tampak dari
program tersebut, seperti kutipan curhat salah satu konsumen yang
diunggah di salah satu blog:

"Gw berhenti untuk merelakan recehan yang sebenarnya

memang ga akan gw pake lagi kalo ga terpaksa. Sekarang kan

harga eceran kebanyakan pake Rp500. Dan keputusan gw itu
tidak serta merta berjalan tanpa hambatan. Gw pernah nolak
nyumbang Rp300 dan kasirnya sampai ngulang pertanyaan "Ga
mau disumbangin aja mas?” dua kali. Dua kali. Itu masih
ditambah dengan tatapan 'Dasar laki-laki pelit, manusia tanpa

empati. Rp300 aja ga mau dikeluarin. Semoga disiksa Tuhan di

neraka terdalam’, seolah-olah gw penjahat berdarah dingin

yang ga memikirkan orang yang membutuhkan.

Selama ini gw perhatiin di display dekat kasir. Gak ada sehelai
pun kertas tentang rekapitulasi (minimal bulanan) dari
sumbangan yang terkumpul. Cuma ada promo-promo stamp
berhadiah action figure, mug, piring dsb. Bahkan sehelai foto
penyerahan plat simbolis berisi nilai sumbangan pun ga pernah
ada. Sama sekall tidak ada transparansi dalam pengelolaan
sumbangan tersebut.

80




Iseng, gw mencoba bikin riset kecil. Gw berbelanja di beberapa
alfamart; satu di daerah Jakarta Pusat, dua Ciputat, satu
Pamulang. Semua kasir yang gw tanya itu sumbangan buat
siapa cuma bisa jawab buat kacamata anak yang membutuh-
kan. Gw tanya disalurin lewat lembaga apa, yayasannya di
mana, udah berapa uang yang kekumpul, mereka cuma
bengong. Dari situ gw semakin membulatkan tekad untuk tidak
menyumbang agi.

Bukan masalah pelit, ini soal mendidik orang-orang itu. Mereka
seharusnya ga boleh mengatasnamakan pihak-pihak yang
membutuhkan untuk mengenyangkan perut mereka sendiri.
Dan pun jika benar itu disumbangkan, gw mau liat bukti konkret
auit itu disumbangin ke tangan yang tepat.”

Kutipan yang ada di blog tersebut jelas menunjukkan
kekecewaan salah satu konsumen salah satu jaringan ritel atas
kesan memaksa dari salah seorang kasir. Tentunya, secara etika PR
akan lebih baik jika kerelaan konsumen dengan tanpa paksaan,
akan membuat kegiatan CSR dari bisnis ritel lebih meningkat lagi
citra positifnya di mata konsumen itu sendiri.

Gagasan ini, pernah penulis kemukakan kepada rekan penulis
yang menjabat di corporate communications di salah satu jaringan
ritel minimarket, dan jawaban yang meluncur darinya, “susah”. PR
tersebut mengatakan susah mendapatkan dana CSR jika tidak
“memaksa secara halus” konsumen. Belum lagi, jaringan ritel juga
menarget dana CSR yang harus diperoleh ritel tersebut. Jika
dihadapkan hal seperti ini, kembali pada para praktisi PR, apakah
tetap memegang teguh Etika PR dan secara kreatif melakukan
publisitas akan saluran dana CSR, atau secara pasif duduk manis
menanti uang recehan hasil donasi “paksaan halus” para konsumen
dari kasir — kasir tersebut. Selalu ada pilihan dari realitas kritik.
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PR Mensubsidi Wartawan?

Membaca sub-judul di atas bagi orang awam, terdengar
menyeramkan. Banyak pertanyaan yang terujar dari para
mahasiswa saat penulis mengatakan hal tersebut. Ini model “suap”?
Atau memang wartawan dipelihara oleh para PR?

Kata “subsidi” ini penulis pilih untuk memperhalus “suap” yang
dilakukan para PR kepada para wartawan. Sudah menjadi rahasia
umum, banyak wartawan baik yang “asli wartawan” dengan
wartawan “bodrex”. Wartawan jenis “bodrex” ini seringkali
membuat jajaran corporate secretary dan para PR sakit kepala.
Wartawan spesies ini biasanya berkelompok minimal lima sampai
sepuluh orang mendatangi acara atau event-event seremonial
pelantikan pejabat baru baik di pemda, militer, atau kepolisian. Tak
jarang wartawan “bodrex” ini muncul di acara rapat umum
pemegang saham, bahkan acara /aunching produk baru. Dari
penuturan rekan PR, kini wartawan “bodrex” juga merambah dalam
acara CSR — CSR yang dilakukan perusahaan.

Tujuan dari wartawan jenis ini hanya satu, yaitu memburu
amplop uang. Bila tidak dikasih, mereka tidak akan meninggalkan
lokasi acara. Mereka cenderung memburu siapa PR atau penye-
lenggara acara. Kelakuan wartawan macam begini akan membuat
para PR pusing, tak jarang para PR yang relatif baru menjabat,
dijadikan sapi perahan wartawan jenis ini. Untuk membubarkan
kelompok wartawan gadungan ini mau tidak mau, PR tentu akan
mengeluarkan amplop berisi uang. Dari pengalaman rekan penulis
yang bekerja di Bagian Humas Pemda, pernah memberi sepuluh
ribu Rupiah per amplop. Tapi di antara mereka ada yang langsung
membuka amplop. Mereka tidak terima dengan nominal tersebut
dan minta lebih. Tentu malah akan membuat pusing PR tersebut
sendiri.

Tren yang terjadi pada medio 2000an justru para PR “meme-
lihara” para wartawan agar dapat “ditertibkan” pemberitaannya.
Mulai dari “memelihara” dengan cara yang legal maupun yang
sedikit melawan hukum. Cara — cara legal yang biasanya dilakukan
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PR dalam “memelihara” wartawan adalah dengan mengalihkan
dana CSR untuk pembiayaan iklan di salah satu media lokal. Dengan
ini media lokal tersebut cenderung segan apabila memberitakan
yang miring soal perusahaan tersebut. Seperti perusahaan migas di
pesisir utara pulau Jawa yang secara rutin menggelotorkan dana
iklan berkedok dana CSR kepada salah satu media online lokal di
Jawa Timur. Tidak ada pemberitaan negatif sama sekali setelah
media tersebut digelontorkan dana CSR. Pemberitaan atas
perusahaan migas tersebut justru berkisar soal CSR, keberhasilan
penemuan lading minyak dan gas baru, serta pemberitaan lain
dengan tone positif.

Cara — cara ini secara etika memang dapat dikatakan suap
secara halus kepada para pemimpin redaksi dari media tersebut.
Media sangat bergantung dengan dana pengiklan. Justru dengan
cara — cara semacam ini akan mematikan PR itu sendiri.

D. RANGKUMAN

Saat terjadi perubahan budgeting dari perusahaan, dan
terpaksa memangkas dana PR, tentu akan berdampak berkurang-
nya dana aliran ke sebuah media. Dapat dipastikan, media tersebut
akan menyerang habis — habisan perusahaan tersebut. Lalu, siapa
yang dirugikan? Tentunya PR tersebut, yang dijadikan sapi perahan
oleh media yang dipeliharanya sendiri.

E. DISKUSI

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan donasi
minimarket yang cenderung memaksa?

2. Bagaimana pendapat anda dengan etika profesi Public Relations
jika dikaitkan dengan kasus PR yang “memelihara” media/
wartawan?

3. Berikan solusi atas problem PR yang mengalihkan dana CSR
untuk memelihara media/ wartawan!
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LAMPIRAN

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
SURAT EDARAN
Nomeor : SE- 07 /MBU/2008
TENTANG
PELAKSANAAN PKBL DAN PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Yth.; 1. Para Deputi Kementerian Negara BUMN

2. Komisaris dan Direksi BUMN

Di Tempat

Sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diundangkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain mewajibkan setiap
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1

Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk Bina Wilayah atau yang sejenis
sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), maka dalam
pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi dengan
memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG);

Bagi BUMN yang sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)-nya
berasal dari penyisihan laba, maka tetap melaksanakan PKBL sesuai dengan alokasi dana
yang disetujui RUPS;

Bagi BUMN yang sumber dana Program Kemitraan dan/atau Bina Lingkungan (PKBL)-nya
dibebankan / menjadi biaya perusahaan sebagai pelaksanaan Pasal 74 UUPT, maka dalam
pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-
05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Menteri Negara BUMN.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 05 Mei. 2008

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SOFYAN A. DJALIL

Tembusan Yth.;

1. Menteri Keuangan;

2. Sekretaris Kementerian Negara BUMN:

3. Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan Usaha Kecil;

4. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN.
Kp.: SMBU.233/04.2008
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MLNTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT EDARAN
Nomor : SE- (7 /MBU/2008
TENTANG
PELAKSANAAN PKBL DAN PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Yth.; 1. Para Deputi Kementerian Negara BUMN
2. Komisaris dan Direks| BUMN
Di Tempat

Sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diundangkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain mewajibkan setiap Persercan yang

~ menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk

{ melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74). Sehubungan dengan hal tersebut
- diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk Bina Wilayah atau yang sejenis sebelum
terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), maka dalam pelaksanaannya agar
dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip good corporate
govemance (GCG);

2. Bagi BUMN yang sumber dana Program Kemi dan Bina Lingkungan (PKBL)-nya berasal dari
penyisihan laba, maka tetap melaksanakan PKBL sesuai dengan alokasi dana yang disetujui RUPS;

3. Bagi BUMN yang sumber dana Program Kemitraan dan/atau Bina Lingkungan (PKBL)-nya
dibebankan / menjadi biaya perusahaan sebagai pelaksanaan Pasal 74 UUPT, maka dalam
pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-
05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Menteri Negara BUMN.

Demikian kami untuk dilak imana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Med 7, 2008

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

= y
SOFYANA.DJALIL e

Tembusan Yth,;

1. Menteri Keuangan;

2. Sekretaris Kementerian Negara BUMN;

3. Staf Ahli Menteri Bidang Kemitraan Usaha Kecil;

4. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN.
Kp.: SMBU.233/04.2008

Konseptor Paraf
1. Sekretaris Kementerian Negara BUMN g
2. Staf Ahli Menteri Bidang K emitraan Usaha Kecil 1]
@iKepa]a Biro Hukum dan Humas v
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Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

¢ a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa perekonomian nasional vang diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan,  efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga kescimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian
yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa dalam rangka lebih ingkatkan pe; 1nan
perekonomian nasional dan sekaligus memberikan
landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi
perk gan perek ian dunia dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa
mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang
yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat
menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang
kondusif;

bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar
pembangunan  perekonomian nasional perlu  diberikan
landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan
nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan;

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huraf ¢, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan. . .

89



90

S s

BAB V
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

)

@

@

(4

(1

@)

3

4

Pasal 74

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan  yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan  yang  tidak melaksanakan  kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

AB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris, dalam balas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran
dasar.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi
dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan
dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan
kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil
keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir
dan/atau  diwakili dalam RUPS dan menyetujui
penambahan mata acara rapat.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan
harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76 . . .




= B5%s

Agar  seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
o~ ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONQ

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTER! SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI
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Ayat {6)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2}
Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal
dividen tidak termasuk bunga.

Avat (3)
Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan

7% dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan.

Pasal 74
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang
kegi 1 he 1 dan kan sumber daya

alam, -
Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah
Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber

daya alam, tetapi kegi usahanya berd pada fungsi
kemampuan sumber daya alam,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
a Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk
sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
terkait.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan
hidup di Wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa wupaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat
terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara
pemerintah  daerah dengan para pelaku dunia usaha dan
masyarakat;

Cc. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan
dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang
lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4675);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejah-
teraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4090);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG

JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dan

2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
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10.

11.

12.

96

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa

Timur.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan
lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang
selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang
melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah
organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang
melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, ber-
gerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta
bertujuan memperoleh keuntungan.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam
lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi,
yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang
bersangkutan.

Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman
penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di
darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas
baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusaha-
an sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan meng-
alami kerusakan fisik dan non fisik.

Forum pelaksana TSP adalah  Organisasi atau forum komuni-
kasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan
program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku
kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi
penyelenggaraan TSP.




BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.

memberi  kepastian dan perlindungan hukum atas
pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa
Timur; dan

memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua
pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan
diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab
sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak —pihak
yang menjadi pelakunya;
terpenuhinya  penyelenggaraan  tanggungjawab  sosial
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam suatu koordinasi;
terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku
dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial
perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar
yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan
mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan
apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan
memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam
pelayanan administrasi.
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BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4
Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:
. kepastian hukum;
. kepentingan umum;
kebersamaan;
. partisipatif dan aspiratif;
. keterbukaan;
berkelanjutan;
. berwawasan lingkungan;
. kemandirian; dan

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

T TKQ hT0 a0 T

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 5
1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
. kesadaran umum;
. kepedulian;
keterpaduan;
. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
. kemandirian;
sensitivitas;
. keberpihakan;
. kemitraan;
inisiasi;
j. matualistis, dan non diskriminasi; dan
kK. koordinatif.
2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan, dengan berpedoman pada:

oS hT0 o0 T
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T hTo a0 oo

(1)

(2)

(1)

(2)

. manajemen yang sehat;
. profesional;

transparan;

. akuntabilitas;

. kreatif dan inovatif;

terukur;

. program perbaikan berkelanjutan;

. keadilan yang bijak; dan
kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup TSP  meliputi bantuan pembiayaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulih-
an dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan
memacu pertumbuhan  ekonomi  berkualitas  berbasis
kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah
daerah.
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak
langsung menerima dampak atas kegiatan operasional
perusahaan.

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup
dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis
kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)
dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak
atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan
perusahaan.

Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibi-
dang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
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melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memper-
hatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan
kinerja keuangannya.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak
terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun
dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki
program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan
program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP
dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabu-
paten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB 1V
PELAKSANAAN TSP
Pasal 9

(1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan
hukum.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus

(3) pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan
dalam wilayah Jawa Timur.

(4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara
perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau
milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang
maupun jasa.

Pasal 10
Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:
a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan
TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia

100




usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah
dan peraturan perundangan yang berlaku;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem
jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak -pihak lain
serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan per-
usahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian
lingkungan; dan

c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak ter-
pisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program
pengembangan perusahaan.

BAB V
PROGRAM TSP
Pasal 11
(1) Program TSP meliputi:
a. bina lingkungan dan sosial;
b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
C. program langsung pada masyarakat.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejah-
teraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat,
memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia
usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara
berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang
bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan
pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada
masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina
lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha
mikro, kecil dan koperasi.
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Pasal 13

(1) Program kemitraan usaha  mikro,  kecil dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan
membina  kemandirian berusaha masyarakat di wilayah
sasaran.

(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi aspek-aspek kegiatan:

a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;

b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;

¢. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola
keuangan;

e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan
mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring
kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;

f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
dan

g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat

berupa:

a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada
masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai
dengan kemampuan perusahaan;

b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga
masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun
tidak mampu membiayai pendidikan;

C. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek
pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum
atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
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d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang
maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban
bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS);

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan,
olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja
bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan
bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 15

(1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana
TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu,
harmonis dan efisien.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum
dalam penyelenggaraan TSP.

(3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas
sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada
forum pelaksana TSP.

(2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP
dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota
kepada Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan TSP
setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 17
Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibat-
kan peranserta masyarakat.
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BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 18
(1) Pemerintah  Daerah  memberi  penghargaan  kepada
perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan
TSP.
(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan
penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 19
(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesai-
annya dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh
upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20
Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10
dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlaku-
nya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan
melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih Ilanjut
dalam Peraturan Gubernur.
(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-
an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem-
baran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2011
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011 SERI D.
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
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ttd.
SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal
di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan
peraturan perundang-undangan. Di lain pihak Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana
perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat
agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga
serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang men-
cari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai
pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan
mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram
dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas
perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:
a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen,
pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta
perubahan perilaku unsurunsur lingkungan perusahaan
(business environment).
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b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi
keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik
sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.

C. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan
yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.

d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan
informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya
mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun
juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan
tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan
mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh
dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.
Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk
sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara
singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan
penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas
sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi
perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang
pentingnya TSP ini menjadi trend global seiring dengan semakin
maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.
TSP ini selain wujud penerapan prinsip good corporate gover-
nance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium
Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah
pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSP bermanfaat pula
untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan mem-
perkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memper-
kuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat,
TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masya-
rakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan
hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi
pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan
komitmen bersama dan singkronisasi program-program peme-
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rintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis
dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola
hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat
memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional
mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat
dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari
United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility
dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization for
Standardization (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama
Guidance Standard on Social Responsibility.  Untuk menilai
implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam sustainable
report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan
Global Reporting Initiative (GRI), yaitu (1) strategi dan profil TSP,
(2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan.

Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam
mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan “Standar International menurut ISO
26000” antara lain meliputi:
Tatalaksana organisasi yang baik;
Hak Asasi Manusia;
Praktek ketenagakerjaan yang baik;
Lingkungan hidup;
Praktek operasi perusahaan yang sehat;
Isu Konsumen (Perlindungan);
Keterlibatan dengan masyarakat.
Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi:
1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan good business ethic;

Nouhwh =
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Good corporate governance;
Good corporate citizenship;
Social relationship;

Standar voluntary - mandatory.

o unhw

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah
uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela
tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana
derma (charity) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropy).
Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini
bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang
hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang
lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang
diakibatkan  oleh pendirian bangunan fisik dan operasional
perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam
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lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh
pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung
mengelola
sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.Yang dimaksud
dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan
sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan
tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya
berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
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Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada pemerintah
daerah setempat adalah untuk mempermudah dan memper-
lancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah.

Pasal 16

Ayat (1)
Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan
pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara
upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas
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Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR .... 4
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